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BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR    IZ     TAHUN2025

TENTANG

SISTEM KERJA UNTUK PENIEDERHANAAN BIROKRASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAII RABUPATEN B0NDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUIIAN YANG MAIIA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang    : a.   bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
efektif  dan   efisien   serta   untuk   meningkatkan   kineq.a
pemerintahan   dan   pelayanan   publik,   perlu   dilakukan
penyederhanaan      birokrasi      melalui      penyederhanaan
struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian
sistem kerja;

b.   bahwa   sesual   dengan   ketentuan   Pasal   25   Peraturan
Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi
Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Ken.a pada
Instansi   Pemerintah   untuk   Penyederhanaan   Birokrasi,
dinyatakan   bahwa   setiap   instansi   pemerintah   harus
melakukn      pengaturan      penyesuaian      sistem      kerja
berdasarkan Peraturan Menteri dimaksud;

c.   bahwa untuk memberihan arah,  landasan,  dan kepastian
hukum    pelaksanaan    system    kerja    sehingga    dapat
dilaksanakan  secara  efektif,  efisien,  dan  sesuai  dengan
mekanisme ken.a dan proses bisnis yang ditetapkan, maka
diperlukan pengaturan mengenai system kelja;

d.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a,  huruf b,  dan huruf c,  perlu menetapkan
Peraturan      Bupati     tentang      Sistem      Kerja     untuk
Penyederhanaan    Birokrasi    di    Lingkungan    Pemerintah
Kabupaten Bondowoso;

Mengingat      :   1.   Undang-Undang     Nomor      12     Tahun      1950     tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kabupaten  di  Lingkungan
Provinsi  Jawa  Timur  (Berita  Negara  Republik  Indonesia
Tahun  1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun  1965 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat 11
Surabaya  dengan  mengubah  Undang-Undang  Nomor   12
Tahun  1950,  tentang Pembentukan  Daerah-  Daerah  Kota
Besar   dalam   Lingkungan   Provinsi   Jawa   Timur,   Jawa
Tengah,  .Jawa   Barat   dan   Daerah   Istimewa  Yogyakarta
(Lembarari Negara Republik Indonesia Tahun  1965  Nomor
19, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);

2.Undang-Undang...
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2.   Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur
Sipil Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014   Nomor   6,   tambahan   Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Nomor 5494);

3.   Undang-Undang     Nomor     23     Tahun     2014     tentang
Pemerintahan     Daerah     (Lembaran     Negara     Republik
Indonesia  Tahun  2014  Nomor  244,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah  beberapa  kali,   terakhir  dengan  Undang-Undang
Nomor  9  Tahun   2015   tentang  Perubahan  Kedua  Atas
Undang-Undang     Nomor     23     Tahun     2014     tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara    Republik    Indonesia   Tahun    2015    Nomor    58,
Tambahan  I+embaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor
5679);

4.   Peraturan   Pemerintah   Nomor   18   Tahun   2016   tentang
Perangkat  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun   2016   Nomor   114,   tambahan   Lembaran   Negara
Republik   Indonesia   Nomor   5887),    sebagaimana   telah
diubah dengan Peraturan   Pemerintah   Nomor   72   Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
18   Tahun   2016   tentang   Perangkat   Daerah   (Lembaran
Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2016   Nomor    187,
tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor
6402);

5.   Peraturan   Pemerintah   Nomor   11   Tahun   2017   tentang
Manajemen    Pegawai    Negeri    Sipfl    (Lembaran    Negara
Republik   Indonesia  Tahun   2017   Nomor   63,   tambahan
Lembaran    Negara    Republik    Indonesia    Nomor    6037)
sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah
Nomor  17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah  Nomor   11  Tahun  2017  tentang  Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun   2020   Nomor   68,   tambahan      Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 6477) ;

6.   Peraturan   Pemerintah   Nomor   12   Tahun   2017   tentang
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara    Republik    Indonesia   Tahun    2017    Nomor    73,
tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor
6041);

7.   Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan
Reformasi   Birokrasi   Nomor   25   Tahun   2021    nentang
Penyederhanaan     Struktur    Organisasi    Pada    Instansi
Pemerintah    Untuk    Penyederhanaan    Birokrasi    (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

8.   Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun  2022  tentang Sistem
Kelja  pada  Instansi  Pemerintah  untuk  Penyederhanaan
Birokrasi  (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2022
Nomor 184);

9.   Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan
Fulngsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 54);

11.Peraturan...
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10. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor   1  Tahun  2023
tentang  Tata  Naskah  Dinas  di  Lingkungan  Pemerintah
Daerah;

11. Peraturan Daerah  Kabupaten  Bondowoso  Nomor  7  Tahun
2016   tentang   Pembentukan   dan   Susunan   Perangkat
Daerah     Kabupaten     Bondowoso     (Lembaran     Daerah
Kabupaten  Bondowoso  Tahun  2016  Nomor  7,  Tambahan
I+embaran    Daerah    Kabupaten    Bondowoso    Nomor    4)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor
7 Tahun 2021  tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten   Bondowoso   Nomor   7   Tahun   2016   tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Bondowoso    (Lembaran   Daerah   Kabupaten    Bondowoso
Tahun   2021    Nomor   7,   Tambahan   Lembaran   Daerah
Kabupaten Bondowoso Nomor 48);

MEMUTUSEN:

Menetapkan  :   PERATURAN BUPATI BONDOWOSO TENTANG SISTEM KERJA
UNTUK    PENIEDERIIANAAN    BIROKRASI    DI    LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO.

BABI
KETENTUAV UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.   Pegawai  Aparatur  Sipil  Negara,  yang  selanjutnya  disebut

Pegawai  ASN  adalah  Pegawai  Negeri   Sipil  dan  Pegawai
Pemerintah  dengan  Peljanjian  Kelja  yang  diangkat  oleh
pejabat  pembina  kepegawaian  dan  diserahi  tugas  dalam
suatu jabatan  pemerintahan  atau  diserahi  tugas  negara
lainnya   dan   digaji   berdasarkan   ketentuan   peraturan
perundang-undangan;

2.   Sistem  kelja adalah  serangkaian  prosedur  dan  tata keH.a
yang membentuk suatu proses aktivitas pelaksanaan tugas
dan fungsi organisasi;

3.   Penyesuaian     sistem     keq.a     adalah     perbaikan     dan
pengembangan mekanisme kelja dan proses bisnis pegawai
aparatur    sipil   negara   dengan    memanfaatkan    sistem
pemerintahan berbasis elektronik;

4.   Mekanisme ken.a adalah proses  dan cara keria organisasi
yang  menggambarkan   alur   pelaksanaan  tugas  pegawai
aparatur sipil negara yang dilakukan dalam suatu sistem
dengan  mengedepankan  kompetensi,   keahlian  dan/atau
keteranpilan;

5.   Proses bisnis  adalah fumpulan aktivitas terstruktur yang
menggambarkan  hubungan  ken.a yang  efektif dan  efisien
antar  unit  organisasi  untuk  menghasilkan  kinerja  dan
keluaran   yang   bernilai   tambah   sesuai   dengan   tujuan
pendirian organisasi;

6.   Pejabat  fungsional  adalah  pegawai  aparatur  sipil  negara
yang    menduduki    jabatan    fungsional    pada    instansi
pemerintah;

7.Dinas...
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7.   Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bondowoso;

8.   Dinas adalah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bondowoso;

9.   Badan adalah Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bondowoso;

10.   Unit organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang
dapat   dipimpin   oleh  pejabat  pimpinan   tinggi  pratama,
pejabat   administrator,   pejabat   pengawas   atau   pejabat
fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kelja
mandiri   berdasarkan   ketentuan   peraturan   perundang-
undangan;

11.   Pimpinan  unit  organisasi  adalah  pejabat  pimpinan  tinggi
pratama,  pejabat  administrator,  pejabat  pengawas  atau
pejabat fungsional yang diangkat untuk memimpin  suatu
unit organisasi tertentu;

12.   Pejabat  penilai  kinelja  adalah  atasan  langsung  dengan
ketentuan  paling  rendah  pejabat  pengawas  atau  pejabat
lain yang diberi pendelegasian kewenangan;

13.   Penugasan  adalah  penunjukan  atau  pengajuan  sukarela
pejabat  fungsional  dan  pelaksana  untuk  melaksanakan
tugas  tertentu  dibawah  pimpinan  unit  organisasi  dalam
periode waktu tertentu sesuai dengan kompetensi, keahlian
dan/ atau keterampilan;

14.   Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya
disingkat   SPBE,   adalah   penyelenggaraan   pemerintahan
yang  memanfaatkan  teknologi  informasi  dan  komunikasi
untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

Pasal 2

Penyederhanaan birokrasi merupakan bagian dari pelaksanaan
reformasi  birokrasi  dalam  ran8ka  mewujudkan  tata  kelola
pemerintahan yang efektif dan efisien dengan mengoptimalkan
pemanfaatan SPBE.

Pasal 3

( 1)  Penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui tahapan:
a.   penyederhanaan struktur organisasi;
b.   penyetaraan jabatan;
c.   penyesuaian sistem kerja;

(2)  Penyesuaian   sistem  kelja   sebagaimana  dimaksud   pada
ayat  (1)   huruf  c  meliputi  mekanisme  kerja  dan  proses
bisnis.

Pasal 4

Sistem  kelja  sebagalmana  dimaksud  dalam  Pasal  3  ayat  (1)
huruf a dan ayat (2) digunakan sebagai instrumen bagi pegawai
ASN  dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsi  unit  organisasi
setelah penyederhanaan  struktur organisasi dan penyetaraan
jabatan dalam rangka penyederhanaan birokrasi.

Pasal. . .
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Pasal 5

Maksud dan tujuan penyesualan sistem kerja yaitu:
a.   mewujudkan proses kelja yang efektif dan efisien;
b.   memastikan   pencapaian   tujuan,    strategi   dan   kinerja

organisasi;
c.   mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia;
d.   mengoptimalkan   pemanfaatan   teknologi   informasi   dan

komunikasi.

BAB 11
MERANISME KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Mekanisme   kelja   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   3
ayat (2) dilaksanakan dengan prinsip:
a.   orientasi pada hasil;
b.   kompetensi;
c.   profesionalisme;
d.   kolaboratif;
e.   transparansi;
f.    akuntabel.

Pasal 7

(1)  Mekanisme  kelja  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3
ayat (2) terdiri dari:
a.   kedudukan;
b.   penugasan;
c.   pelaksanaan tugas;
d.   pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
e.   pengelolaan kinelja;
f.    pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

(2)  Mekanisme  keria  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat   (1)
digunakari     sebagai    acuan    dalam    pengaturan    alur
pelaksanaan    tugas    Pegawai    ASN    setelah    dilakukan
penyederhanaan   stmktur   organisasi   dan   penyetaraan
jabatan

(3)  Tahapan  mekanisme  kelja  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat (1) terdiri dari:
a.   perencanaan;
b.   pelaksanaan;
c.   evaluasi.

(4)  Mekanisme  kelja  sebagainana  dimaksud  pada  ayat   (1)
digambarkan melalui serangkaian alur kerja unit organisasi
yang disesuaikan  dengan  karakteristik  organisasi  sebagai
acuan     dalam     menyesuaikan     sistem     kerja     yang
dilaks anakan       oleh       Perangkat       D aerah       dengan
memperhatikan  struktur  penugasan  pada  masing-masing
Perangkat Daerah.

Ba8ian...
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Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 8

(1)  Kedudukan    pejabat    fungsional    dan    pelaksana    pada
Perangkat Daerah berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada pejabat penilai kinelja sebagai atasan langsung.

(2)  Pimpinan  unit  organisasi  merupakan  pejabat  pimpinari
tinggi  pratama,  pejabat  administrator,  pejabat  pengawas,
atau  pejabat  fungsional  yang  diangkat  untuk  memimpin
suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3)  Penetapan  kedudukan  pejabat  fungsional  dan  pelaksana
dilakukan    melalui    proses    perencanaan    dan    dengan
mempertimbangkan   rentang   kendali   dan   beban   tugas
organisasi.

(4)  Kedudukan    sebagaimana    dimaksud    dalam    ayat    (1)
ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian.

Pasal 9

Rincian  kedudukan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  8
pada   masing-masing   Perangkat   Daerah   tercantum   dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalaln
Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Pendelegasian

Pasal 10

(1)  Pendelegasian      kepada      pegawai      ASN      merupakan
pemindahan  atau  penyerahan  mandat,  wewenang,  tugas,
tanggung jawab, hak dan kewajiban kepada individu.

(2)  Pendelegasian    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1)
merupakan  pendelegasian  untuk  menilai  kinerja  pejabat
fungsional dan pelaksana pada unit organisasi dari pejabat
penilai   kinerja   kepada   pejabat   yang   ditunjuk   secara
lan8sun8.

(3)  Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  harus
disertai dengan naskah dinas pendelegasian.

(4)  Naskah dinas pendelegasian  sebagaimana dimaksud pada
ayat  (3)  tercantum  dalam  Lampiran  11  yang  merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Penugasan

Pasal 1 1

(1)  Penugasan  pejabat  fungsional  dan  pelaksana  dilakukan
secara:
a.   individu; dan/atau;
b.   tim keria.

(2) Penugasan...



-7-

(2)  Penugasan pejabat fungsional dan pelaksana sebagaimana
dimaksud   pada   ayat   (1)   dilakukan   setelah   penetapan
kedudukan pejabat fungsional dan pelaksana.

(3)  Penugasan pejabat fungsional dan pelaksana diberikan oleh
pejabat penilai kinerja atau pimpinan unit organisasi baik
secara    individu    ataupun    dalam    tim    keq.a    dengan
mempertimbangkan     kompetensi,     keahlian     dan/atau
keterampilan    dengan    mengedepankan    profesionalisme,
kompetensi dan kolaborasi.

(4)  Penugasan  pejabat  fungsional  dan  pelaksana  dalam  tim
kelja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat
melibatkan 1 (satu) atau lebih jenis jabatan.

(5)  Pola penugasan digambarkan dengan  struktur penugasan
yang  merupakan   hubungan   pola   kelja   antara   pejabat
fungsional  dan  pelaksana  dengan  pejabat  penilai  kinelja
dan pimpinan unit organisasi.

(6)  Pejabat  fungsional  dan  pelaksana  dapat  terlibat  untuk
melaksanahan tugas lebih dari  1  (satu) target kinelja, baik
berupa tugas rutin atau tugas insidental yang dilaksanakan
dalani kurun waktu tertentu.

(7)  Penugasan  pejabat  fungsional  dan  pelaksana  dilakukan
melalui proses perencanaan berdasarkan beban kelja.

(8)  Pejabat  fungsional  dan/atau  pelaksana  diberikan  surat
penugasarl    dan/atau    bukti   penugasan    tertulis   yang
berbentuk fisik atau elektronik.

(9)  Penugasan   secara   individu   dan/atau   dalam   tim   kelja
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  melibatkan
pejabat  fungsional  dan/atau  pelaksana yang berasal  dari
dalam satu unit organisasi, 1intas unit organisasi dan/atau
lintas instansi pemerintah.

(10)Dalam  hal  tim  keba yang  anggotariya  berasal  dari  lintas
unit   organisasi   dan/atau   lintas   instansi   pemerintah,
pejabat   fungsional   dan/atau   pelaksana  yang   berperan
sebagai ketua tim diutamakan berasal dari unit organisasi
pemilik kineq.a.

Pasal 12

Rincian     struktur    penugasan     pada     Perangkat     Daerah
sebagaimana  dimaksud   dalam   Pasal   11   tercantum   dalam
Lampiran 11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam
peraturan bupati ini.

Pasal 13

(1)  Penugasan pejabat fungsional dan pelaksana sebagaimana
dimaksud pada Pasal 11 dilakukan melalui:
a.   penunjukan; dan/atau
b.   pengajuan sukarela.

(2)  Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf a
merupakan penugasan langsung kepada pejabat fungsional
atau pelaksana oleh pejabat penilai ]cher).a atau pimpinan
unit organisasi untuk melaksanakan kineq.a tertentu.

(3)Pengajuan...
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(3)  Pengajuan  sukarela sebagaimana dimaksud  pada ayat  (1)
huruf  b  merupakan  penugasan  pejabat  fungsional  atau
pelaksana   atas   dasar   permohonan   aktif   dari   pejabat
fungsional  atau  pelaksana  untuk  melaksanakan  kinerja
tertentu.

(4)  Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan
oleh pejabat penilai kineH.a atau pimpinan unit organisasi.

(5)  Format  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  tercantum
pada lampiran 11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari peraturan bupati ini.

Pasal 14

(1)  Penunjukan    sebagaimana   dimaksud    dalam    Pasal    13
ayat (1) huruf a dapat dilakukan:
a.   di dalam unit organisasi;
b.   1intas perangkat daerah/unit kerja; atau
c.   Iintas instansi pemerintah.

(2)  Mekanisme      penunjukan      didalam      unit      organisasi
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf a  dilakukan
secara langsung oleh pimpinan unit organisasi.

(3)  Mekanisme penunjukan lintas unit organisasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a.   pimpinan unit organisasi pemilik kinelja mengirimkan

surat  permohohan  pelibatan  pejabat  fungsional  atau
pelaksana kepada pejabat penilai kinelja dituju dimana
pejabat fungsional atau pelaksana dimaksud berada;

b.   terhadap     surat     permohonan     pelibatan     pejabat
fungsional atau pelaksana, pejabat penilai kinelja dituju
dimana  pejabat  fungsional  atau  pelaksana  dimaksud
berada,     memproses    dan    menjawab    permohonan
pelibatan pejabat fungsional atau pelaksana tersebut;

c.   apabila    pejabat    penilai    kinelja    dimana    pejabat
fungsional atau pelaksana dimaksud berada menyetujui
pelibatan   pejabat   fungsional   atau   pelaksana   maka
dengan  rekomendasi  dari  pimpinan  unit  organisasi,
pejabat penilai kinerja dimana pejabat fungsional atau
pelaksana     dimaksud     berada     menyusun     surat
penugasan untuk menugaskan pejabat fungsional atau
pelaksana     yang     sesuai     dengan     kriteria     yang
disampaikan   pemohon   didalam   surat   permohonan
pelibatan pejabat fungsional atau pelaksana;

d.   apabila    pejabat    penilai    kinelja    dimana    pejabat
fungsional   atau   pelaksana   dimaksud   berada   tidak
menyetujui     pelibatan     pejabat     fungsional     atau
pelaksana, maka pejabat penilai kineria dimana pejabat
fungsional atau pelaksana dimaksud berada menjawab
surat  permohonan  pelibatan  tersebut  dengan  alasan
mengapa tidak dapat menyetujui permohonan; dan

e.   pejabat   fungsional   dan   pelaksana   menerima   surat
penugasan     untuk     dilaksanakan     dengan     penuh
tanggungjawab.

(4)Mekanisme...
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(4)  Mekanisme     penunjukan     lintas     instansi     pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a.   pimpinan unit organisasi pemilik kinerja mengirimkan

surat  permohonan  pelibatan  pejabat  fungsional  atau
pelaksana   kepada   pejabat  yang   berwenang   dengan
tembusan   pejabat   penilai   kinelja   bersangkutan   di
instansinya;

b.   apabila     pejabat     yang     berwenang     setuju     atas
permohonan     pelibatan     pejabat     fungsional     atau
pelaksana  dari  instansi  lain  maka  kemudian  pejabat
yang      berwenang      tersebut      mengirimkan      surat
permohonan     pelibatan     pejabat     fungsional     atau
pelaksana  tersebut  kepada  pejabat  yang  berwenang
instansi yang dituju;

c.   apabila surat permohonan pelibatan pejabat fungsional
atau pelaksana disetujui oleh pejabat yang berwenang
instansi  yang  dituju,  maka  pejabat  yang  berwenang
instansi yang dituju  menginstruksikan  pejabat  penilai
kineH.a   pejabat   fungsional   atau   pelaksana   untuk
menugaskan  pejabat  fungsional  atau  pelaksana  yang
bersesuaian dengan kriteria yang dibutuhkan  didalam
surat permohonan pelibatan;

d.   terhadap     instruksi     untuk     menugaskan     pejabat
fungsional   atau   pelaksana,   pejabat   penilai   ]rinelja
dengan rekomendasi pimpinan unit organisasi dimana
pejabat  fungsional  atau  pelaksana  berada  menjawab
ketersediaan  pal.abat  fungsional  atau  pelaksana  yang
bersesuaian dengan kriteria yang dibutuhkan didalam
surat permohonan pelibatan;

e.   apabila tersedia maka dilakukan hal sebagai berikut:
1.   pejabat  penilai  kineq.a  dituju  mengirimkan  surat

jawaban    permohonan    pelibatan    beserta    daftar
pejabat fungsional atau pelaksana yang ditugaskan
kepada pejabat yang berwenang.

2.   Apabila  pejabat  yang  berwenang  menyetujui  surat
jawaban    permohonan    pelibatan    beserta    daftar
pejabat fungsional atau pelaksana yang ditugaskan,
pej abat yang berwenang mengirimkan surat j awaban
permohonan    kepada    pejabat    yang    berwenang
pemohon;

3.   berdasarkan surat jawaban yang telah disetujui oleh
pejabat   yang   berwenang,   maka   pejabat   penilai
kinelja  atau  pimpinan  unit  organisasi yang  dituju
menugaskan   pejabat   fungsional   atau   pelaksana
sesuai  daftar  pejabat  fungsional  atau  pelaksana
yang  ditugaskan  untuk  bekerja  sesuai  pelibatan
tersebut;

4.   berdasarkan  surat jawaban  permohonan  pelibatan
maka  pimpinan  urrit  organisasi  akan  memberikan
surat penugasan dan/atau bukti penugasan secara
tertulis    untuk   kemudian    disampaikan    kepada
pejabat fungsional atau pelaksana yang ditugaskan
dengan tembusan pejabat yang berwenang instansi
bersangkutan, pejabat penilai kiner).a bersangkutan,
dan pejabat yang berwenang instansi pemohon.

5.pejabat...
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5.   pejabat  fungsional  dan  pelaksana menerima  surat
penugasan   untuk   dilaksanakan   dengan   penuh
tanggungjawab;.

(5)  Surat  permohonan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)
dan (4) paling sedikit memuat:
a.   maksud  dan  tujuan  permohonan  penugasan  pejabat

fungsional dan pelaksana;
b.   kompetensi,   keahlian   dan/atau   keterampilan   yang

dibutuhkan;
c.   ekspektasi/target  kinelja  dari  pejabat  fungsional  dan

pelaksana yang akan ditugaskan; dan
d.   durasi pelibatan pejabat fungsional dan pelaksana;

(6)  F`ormat  surat  sebagaimana  dimaksud  ayat  (3),  ayat  (4),
ayat  (5)   tercantum  pada  Lampiran  11  yang  merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

(1)  Pengajuan sukarela sebagaimana dimaksud pada Pasal  13
ayat (1) huruf b dapat dilakukan:
a.   di dalam unit organisasi; atau
b.   Iintas unit organisasi;

(2)  Mekanisme  pengajuan  sukarela  didalam  unit  organisasi
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a meliputi:
a.   pejabat   fungsional   atau   pelaksana   menyampaikan

keinginannya secara lisan untuk dapat terlibat dalaln
pelaksanaan  kinelja  tertentu  kepada  pimpinan  unit
organisasi;

b.   apabila  pimpinan  unit  organisasi  menyetujui,   maka
pimpinan     unit     organisasi     menugaskan     pe].abat
fungsional atau pelaksaria untuk melaksanakan kineq.a
tertentu tersebut;

c.   pejabat   fungsional   dan   pelaksaria   menerima   surat
penugasan     untuk     dilaksanakan     dengan     penuh
tanggungjawab;

(3)  Mekanisme   pengajuan   sukarela   lintas   unit   organisasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a.   pejabat fungsional atau pelaksana menyampaikan surat

permohonan untuk dapat dilibatkan dalam pelaksanaan
kinerja  kepada  pimpinan  unit  organisasi  dituju  atas
persetujuan pejabat penilai kinerja dan pimpinan unit
organisasi bersangkutan ;

b.   apabila  pimpinan  unit  organisasi  dituju  menyetujui,
maka pejabat fungsional dan pelaksana menyampaikan
surat permohonan persetujuan yang telah disetujui oleh
pimpinan  unit  organisasi yang  dituju  kepada  pejabat
penilai    kineq.a    dengan    tembusan    pimpinan    unit
organisasi bersangkutan ;

c.   apabila      pejabat      penilai      kinelja      bersangkutan
menyetujui  maka  kemudian   pe].abat   penilai   kinelja
menyusun surat penugasan untuk menugaskan pejabat
fungsional atau pelaksana untuk melaksanakan kineria
yang berada di pimpinan unit organisasi dituju;

d.   pejabat   fungsional   dan   pelaksana   menerima   surat
penugasan     untuk    dilaksanakan    dengan    penuh
tanggungjawab.

(4) Format...
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(4)  Format sebagaimana dimaksud pada ayat  (2)  dan ayat  (3)
tercantum pada Lampiran 11 yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Tugas

Pasal 16

(1)  Pelaksanaan  tugas  dapat  melibatkan  pejabat  fungsional
atau pelaksana yang berasal dari:
a.   dalaln perangkat daerah/unit kerja;
b.   Iintas perangkat daerah/unit kerja; dan
c.   1intas instansi pemerintah.

(2)  Dalam tim kelja, pimpinan unit organisasi dapat menunjuk
salah satu pejabat fungsional atau pelaksana sebagai ketua
tim kelja berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan.

(3)  Pada tim ker].a dimana terdapat anggota yang berasal dari
lintas unit organisasi dan/atau lintas instansi pemerintah,
pejabat  fungsional atau  pelaksana yang berperan  sebagai
ketua tim diutalnakan berasal dari .unit organisasi pemilik
kinelj a tersebut.

(4)  Jumlah   tim   keq.a  dan  jumlah  pejabat  fungsional  dan
pelaksana   dalam   tim   kerja   merupakan   strategi   dari
pimpinan unit organisasi.

Pasal 17

(1)  Pelaksanaan  tugas  dalam  Perangkat  Daerah/unit  ken.a
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  16  ayat  (1)  huruf a
terdiri atas:
a.   pelaksanaan  tugas  secara  individu  dengan  ketentuan

sebagai berikut:
1.   dalam  pelaksanaan  tugas  pejabat  fungsional  atau

pelaksana secara individu,  pejabat fungsional atau
pelaksana   melaksanakan   tugas    sesuai    dengan
ketentuan butir kegiatan jabatan fungsional masing-
masing atau uraian tugas jabatan pelaksana yang
diselaraskan dengan tugas, fungsi dan kinerja unit
organisasi;

2.   butir kegiatan jabatan fungsional atau uraian tugas
jabatan   pelaksana  yang   dilakukan   oleh   pejabat
fungsional  dan  pelaksana  merupakan  penjabaran
atau  turunan  dari  tugas,  fungsi  dan  kinerja  unit
organisasi;

3.   dalam  pelaksanaan  tugas  pejabat  fungsional  atau
pelaksana secara individu,  pejabat fungsional atau
pelaksana memperhatikan :
a)  arahan dan strategi pimpinari unit organisasi;
b)  target pencapaian kinelja unit organisasi;
c)  keselarasan  pelaksanaan  tugas  dan  pencapaian

kineria  pejabat  fungsional  atau  pelaksana  lain
dalam unit organisasi.

b. pelaksanaan. . .
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b.   pelaksanaan tugas  secara tim keria dengan ketentuan
sebagai berikut:
1.   pelaksanaan     tugas     pejabat     fungsional     atau

pelaksana    dalam    tim    kelja    dilakukan    untuk
melaksanakan tugas yang memerlukan keterlibatan
dan    kolaborasi    pejabat    fungsional    dan/atau
pelaksana dalam unit organisasi;

2.   tim kelja melaksanakan tugas unit organisasi sesuai
arahan dan strategi pimpinan unit organisasi;

3.  jika   terdapat   permasalahan   dan   kendala   dalam
pelaksanaan  tugas  dan  kegiatan,  tim  kelja  dapat
menyampaikan  permasalahan  dan  kendala beserta
altematif    rekomendasi    kepada    pimpinan    unit
organi sasi        untuk        diputuskan        d an / atau
ditindaklanjuti;

4.   pimpinan      unit      organisasi      memantau      dan
mengevaluasi secara berkala pelaksanaan tugas dan
kegiatan tim keria sebagai bahan input pengambilan
keputusan   dan   pemberian   arahan   pelaksanaan
tugas dan kegiatan tim kelja;

5.   bilamana      diperlukan,      dalam      melaksanakan
tugasnya,  tim  kerja  berkoordinasi  dengan  pe].abat
lain atau tim kerja lain;

6.   koordinasi tim kelja tersebut dilakukan pada tahap
perencanaan,     pelaksanaan,     pemantauan     dan
evaluasi tugas dan kegiatan tim kerja;

(2)  Pelaksanaan   tugas   lintas   perangkat   daerah/unit   kelja
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  16  ayat  (1)  huruf b
dilakukan   secara   tim   kelja   dengan   ketentuan   sebagai
berikut:
a.   pelaksanaan  tugas  pejabat  fungsional  atau  pelaksana

dalam tim kelja lintas unit organisasi dilakukan untuk
melaksanakan tugas yang memerlukan keterlibatan dan
kolaborasi pejabat fungsional dan/ atau pelaksana lintas
unit organisasi;

b.   tim  kelja  melaksanakan  tugas  lintas  unit  organisasi
sesuai  arahan  dan  strategi  pimpinan  unit  organisasi
pemilik kineq.a;

c.   jika    terdapat    permasalahan    dan    kendala    dalam
pelaksanaan   tugas   dan   kegiatan,   tim   kerja   dapat
menyalnpaikan   permasalahan   dan   kendala   beserta
alternatif rekomendasi kepada pimpinan unit organisasi
pemilik      kineq.a      untuk      diputuskan      dan/atau
ditindaklanjuti;

d.   dalam  hal  diperlukan  kolaborasi  lintas  pimpinan  unit
organisasi   dalam   menyelesaikan   permasalahan   dan
kendala   dimaksud,   tim   keq.a   dapat   menyampaikan
permasalahan      dan      kendala      beserta      alternatif
rekomendasi   kepada   masing-masing   pimpinan   unit
organisasi  dimana  pejabat  fungsional  dan  pelaksana
dimaksud berada untuk ditindaklanjuti sesuai dengan
tugas dan fungsi unit organisasi masing-masing;

e.   bilamana  diperlukan,  tim  kelja  dalam  melaksanakan
tugasnya  berkoordinasi  dengan  pejabat  lain  atau  tim
kelja lain;

f.koordinasi...
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f.    koordinasi  tim  keria  tersebut  dilakukan  pada  tahap
perencanaan,  pelaksanaan,  pemantauan  dan  evaluasi
tugas dan kegiatan tim kelja.

(3)  Pelaksanaan tugas lintas instansi pemerintah sebagaimana
dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf c dilakukan secara
tim kelja dengan ketentuan sebagal berikut:
a.   pelaksanaan  tugas  pejabat  fungsional  atau  pelaksaha

dalam  tim  kelja  lintas  instansi  pemerintah  dilakukan
untuk     melaksanakan     tugas     yang     memerlukan
keterlibatan dan kolaborasi pejabat fungsional dan/ atau
pelaksana lintas instansi pemerintah;

b.   tim  kerja  lintas  instansi  pemerintah  dapat  dibentuk
untuk  melaksanakan  tugas  dalam  rangka  mencapai
target   kineq.a  unit   organisasi   pemilik   kinelja   pada
instarisi   pemerintah   pelaksana   fungsi   atau   untuk
mendukung     program      strategis      lintas      instansi
pemerintah;

c.   tim  kelja  melaksanahan  tugas  lintas  unit  organisasi
sesuai  arahan  dan  strategi  pimpinan  unit  organisasi
pemilik  kinelja  pada  instansi  pemerintah  pelaksana
fungsi   atau   arahan   pimpinan   instansi   pemerintah
pelaksana fungsi;

d.  jika    terdapat    permasalahan    dan    kendala    dalam
pelaksanaan   tugas   dan   kegiatan,   tim   kelja   dapat
menyampaikan   permasalahan   dan   kendala   beserta
alternatif rekomendasi kepada pimpinan unit organisasi
pemilik  kinelja  pada  instansi  pemerintah  pelaksana
fungsi untuk diputuskan dan/ atau ditindaklanjuti;

e.   dalam  hal  diperlukan  kolaborasi  lintas  pimpinan  unit
organisasi   atau   lintas   instansi   pemerintah   dalam
menyelesaikan  permasalahan  dan  kendala  dimaksud,
tim   kelja   dapat   menyanpaikan   permasalahan   dan
kendala beserta altematif rekomendasi kepada masing-
masing   pimpinan   unit   organisasi   atau    pimpinan
instansi  pemerintah  dimana  pejabat  fungsional  dan
pelaksana   dimaksud   berada   untuk   ditindaklanjuti
sesuai  dengan  tugas  dan  fungsi  unit  organisasi  atau
instansi pemerintah masing-masing;

f.    bilamana  diperlukan,  tim  kerja  dalam  melaksanakan
tugasnya  berkoordinasi  dengan  pejabat  lain  atau  tim
kerja lain; dan

9.   koordinasi  tim  kerja  tersebut  dilakukan  pada  tahap
perencanaan,  pelaksanaan,  pemantauan  dan  evaluasi
tugas dan kegiatan tim kerja.

Pasal 18

(1)  Pembagian tanggung jawab  dalam  pelaksanaan  tugas  tim
kerja terdiri atas:
a.   tanggung jawab pejabat penilai kinelja;
b.   tanggung jawab pimpinan unit organisasi;
c.   tanggung jawab ketua tim;
d.   tanggungjawab anggota tim.

(2)Tanggung...
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(2)  Tanggung   jawab   pejabat   penilai   kinelja   sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a.   menyusun dan menetapkan roadmap dan rencana kerja

organisasi;
b.   memastikan  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  organisasi

sejalan dengan strategi dan tujuan organisasi;
c.   memastikan   kesiapan   dukungan   infrastruktur,   tata

kelola dan sumber daya yang optimal;
d.   memastikan  pengambilan  keputusan  yang  tepat  dan

efektif;
e.   memastikan  kolaborasi  dan  sinergisitas  pelaksanaan

tugas dan fungsi antar unit organisasi;
(3)  Tanggung  jawab  pimpinan  unit  organisasi  sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) hunrf b meliputi:
a.   menyusun dan menetapkan rencana kegiatan;
b.   menyediakan      dukungan      sumber      daya      untuk

pelaksanaan kegiatan ;
c.   memberihan  arahan  terpadu,  input  dan  umpan  balik

Uleedbczcfe) atas pelaksanaan kegiatan;
d.   memastikan  kolaborasi  dan  sinergisitas  pelaksanaan

tugas antar tin;
e.   melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas

tim;
(4)  Tanggung jawab  ketua  tim  sebagaimana  dimaksud  pada

ayat (1) hunrf c meliputi:
a.   menyusun rincian pelaksanaan kegiatan;
b.   membagi peran anggota tim sesuai dengan kompetensi,

keahlian dan/ atau keterampilan;
c.   melaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan;
d.   memberikan umpan batik berkala kepada anggota tim;
e.   melaporkan   basil   kinelja   anggota   timnya   kepada

pejabat  penilai  kineq.a  dan  pimpinan  unit  organisasi
yang    bersangkutan    sebagai    bahan    pertimbangan
penilaian kinelja pejabat fungsional dan pelaksana;

f.    melaksanakan kolaborasi dan sinergisitas pelaksanaan
tugas antar anggota tim;

(5)  Tanggung jawab anggota tim sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d meliputi:
a.   menyusun rencana kelja individu;
b.   melaksanakan kinerja sesuai ekspektasi ketua tim; dan
c.   melaporkan hasil kinetianya kepada ketua tim.

Bagian Kelima
Pertanggungj awaban Pelaksanaan Tugas

Pasal 19

Pejabat  fungsional  dan  pelaksana  yang  ditugaskan  secara
individu  melaporkan  pelaksanaan  tugasnya  secara  langsung
kepada pimpinan unit organisasi.

Pasal...
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Pasal 20

(1)  Dalam hal pejabat fungsional dan pelaksana yang berperan
sebagai   anggota   tim,   pertanggung).awaban   pelaksanaan
tugas dilaporkan kepada ketua tim.

(2)  Pej.abat  fungsional  dan  pelaksana  yang  berperan  sebagai
ketua tim melaporkan pelaksanaan tugas tim kerja kepada
pimpinan unit organisasi secara berkala.

(3)  Pimpinan unit organisasi secara sewaktu-waktu berwenang
untuk   meminta   laporan   kepada   ketua   tim   dan/atau
anggota tim ken.a.

Bagian Keenam
Pengelolaan Kineq.a

Pasal 2 1

(1)  Pengelolaan kinerja pejabat fungsional dan pelaksana yang
bekelja  secara  individu  maupun  dalam  tim  kerja  terdiri
atas:
a.   perencanaan   kineq.a   yang   meliputi   penetapan   dan

klarifikasi spesifikasi;
b.   pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan kinerja yang

meliputi pendokumentasian kinelja, pemberian umpan
balik berkelanjutan dan pengembangan kineq.a pegawai;

c.   penilaian    kineria    yang    meliputi    evaluasi    kinelja
pegawai;

d.   tindak   lanjut   hasil   evaluasi   kinerja   yang   meliputi
pemberian pen9hargaan dan sanksi;

(2)  Pengelolaan   kinerja   pejabat   fungsional   dan   pelaksana
sebagaimana   dimaksud   ayat   (1)    dilaksanakan   sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 22

(1)  Dalarn    mendukung    sistem    kelja    Perangkat    Daerah
mengutamakan     layanan     administrasi     pemerintahan
berbasis   elektronik  melalui  pemanfaatan  aplikasi   SPBE
yang terintegrasi.

(2)  Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
aplikasi umum berbagi pakai.

Pasal 23

(1)  Pimpinan Perangkat Daerah harus memastikan setiap unit
organisasi   menggunakan   aplikasi  umum   berbagi  pakai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).

(2)  Keterpaduan     pemanfaatan     teknologi     informasi     dan
ko munikasi       dalam       mendukung       si st em       kelj a
dikoordinasikan    oleh    tim    koordinasi    SPBE    instansi
pemerintah.

BAB Ill."
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BAB Ill
PROSES BISNIS

Pasal 24

(1)  Dalam    rang]ra    penyesuaian    sistem    kerja    diperlukan
perbaikan     dan     pengembangan    proses    bisnis    yang
digunakan     sebagai     acuan     untuk     menggambarkan
hubungan   kerja   yang   efektif   dan   efisien   antar   unit
organisasi.

(2)  Perbalkan  dan  pengembangan  proses  bisnis  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui reviu dan
evaluasi dengan penyesuaian standar operasional prosedur.

(3)  Reviu  dan  evaluasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)
dilaJoukan terhadap :
a.   peta sub proses;
b.   peta relasi;
c.   peta lintas fungsi; dan/atau
d.   peta level 1 dan turunannya.

(4)  Tata    cara    penyusunan    peta    proses    bisnis    Instansi
Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  ayat (2)
dan   ayat   (3)   dilaksanakan   sesuai   dengan   ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PERALII+AN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada
saat ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan dilakukan
penataan   sesuai   dengan   ketentuan   peraturan   perundang-
undangan.

BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:
a.   Keputusan              Bupati              Bondowoso              Nomor:

188.45/ 1176/430.4.2/2021 tentang Tugas Sub Koordinator
pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso;

b.  Keputusan              Bupati              Bondowoso              Nomor:
188.45/ 1177/430.4.2/2021 tentang Tugas Sub Koordinator
pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso;

c.Keputusan...
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c.  Keputusan              Bupati              Bondowoso              Nomor:
188.45/ 1178/430.4.2/2021 tentang Tugas Sub Koordinator
pada  Badan  Perencanaan  Pembangunan,   Penelitian  dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Bondowoso;

d.  Keputusan              Bupati              Bondowoso              Nomor:
188.45/ 1179/430.4.2/2021 tentang Tugas Sub Koordinator
pada   Badan   Kesatuan   Bangsa   dan   Politik   Kabupaten
Bondowoso;

e.  Keputusan              Bupati              Bondowoso              Nomor:
188.45/ 1180/430.4.2/2021 tentang Tugas Sub Koordinator
pada Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Bondowoso;

f.   Keputusan              Bupati              Bondowoso              Nomor:
188.45/ 1181/430.4.2/2021 tentang Tugas Sub Koordinator
pada   Badan   Pengelolaan   Keuangan   dan   Aset   Daerah
Kabupaten Bondowoso;

9.  Keputusan              Bupati              Bondowoso              Nomor:
188.45/ 1182/430.4.2/2021 tentang Tugas Sub Koordinator
pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso;

h.  Keputusan              Bupati              Bondowoso              Nomor:
188.45/ 1183/430.4.2/2021 tentang Thgas Sub Koordinator
pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso;

i.   Keputusan              Bupati              Bondowoso              Nomor:
188.45/ 1184/430.4.2/2021 tentang Tugas Sub Koordinator
pada Dinas Sosial, Pemberdyaan Perempuan, Perlindungan
Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bondowoso;

j.   Keputusan              Bupati              Bondowoso              Nomor:
188.45/ 1185/430.4.2/2021 tentang Tugas Sub Koordinator
pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bondowoso;.

k.  Keputusan              Bupati              Bondowoso              Nomor:
188.45/ 1186/430.4.2/2021 tentang Tugas Sub Koordinator
pada  Dinas  Pertanian  dan  Ketahanan  Pangan  Kabupaten
Bondowoso;

I.   Keputusan              Bupati              Bondowoso               Nomor:
188.45/ 1187/430.4.2/2021 tentang Tugas Sub Koordinator
pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Bondowoso;

in. Keputusan              Bupati              Bondowoso              Nomor :
188.45/ 1188/430.4.2/2021 tentang Tugas Sub Koordinator
pada    Dinas    Komunikasi    dan    Informatika    Kabupaten
Bondowoso;

n.  Keputusan              Bupati              Bondowoso              Nomor:
188.45/ 1189/430.4.2/2021 tentang Tugas Sub Koordinator
pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bondowoso;

o.Keputusan...
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o.  Keputusan              Bupati              Bondowoso              Nomor:
188.45/ 1190/430.4.2/2021 tentang Thgas Sub Koordinator
pada   Dinas   Perumahaan,   Kawasan   Permukiman,   Cipta
Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bondowoso;

p.  Keputusan              Bupati              Bondowoso              Nomor:
188.45/ 1191/430.4.2/2021 tentang Tugas Sub Koordinator
pada   Dinas    Perpustakaan    dan   Kearsipan    Kabupaten
Bondowoso;

q.  Keputusan              Bupati              Bondowoso              Nomor:
188.45/ 1192/430.4.2/2021 tentang Tugas Sub Koordinator
pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bondowoso;

r.   Keputusan              Bupati              Bondowoso              Nomor:
188.45/ 1193/430.4.2/2021 tentang Thgas Sub Koordinator
pada   Dinas   Koperasi,   Perindustrian   dan   Perdagangan
Kabupaten Bondowoso;

s.  Keputusan              Bupati              Bondowoso              Nomor:
188.45/ 1194/430.4.2/2021 tentang Tugas Sub Koordinator
pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso;

t.   Keputusan              Bupati              Bondowoso              Nomor:
188.45/ 1195/430.4.2/2021 tentang Tugas Sub Koordinator
pada    Dinas    Petemakan    dan    Perikanan    Kabupaten
Bondowoso;

u.  Keputusan              Bupati              Bondowoso              Nomor:
188.45/ 1196/430.4.2/2021 tentang Tugas Sub Koordinator
pada   Dinas   Bina   Marga,   Sumber   Daya   Air   dan   Bina
Konstruksi Kabupaten Bondowoso ;

v.  Keputusan              Bupati              Bondowoso              Nomor:
188.45/ 1197/430.4.2/2021 tentang Tugas Sub Koordinator
pada    Sekretariat    Dewan    Perwakilan    Rakyat    Daerah
Kabupaten Bondowoso ;

w. Keputusan              Bupati              Bondowoso              Nomor:
188.45/ 1198/430.4.2/2021 tentang Tugas Sub Koordinator
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Bondowoso;

x.  Keputusan              Bupati              Bondowoso              Nomor:
188.45/ 1199/430.4.2/2021 tentang Tugas Sub Koordinator
pada  Penanaman  Modal,  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu,
dan Tenaga Kelja Kabupaten Bondowoso;

y.  Keputusan              Bupati              Bondowoso              Nomor:
188.45/ 1200/430.4.2/2021 tentang Tugas Sub Koordinator
pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum
Daerah dr.  H.  Koesnadi pada Dinas  Kesehatan Kabupaten
Bondowoso,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27. . .
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Pasal 27

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar      setiap      orang      mengetahuinya,       memerintahkan
pengundangan   peraturan  bupati  ini  dengan  penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal  &|  maret }o26Eii-
BUPATI BOND WOSO'

ADD. HAMID WAII[D

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal  27   Mciret  2Lo25

Pj. SEKREThRIS DAERAII KABUPATEN BOAVDOWOSO,

tw
FATHUR ROZI

BERITA DAERAH RABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2025 NOMOR  `2



LAMPIEN I
PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR  12  TAHUN 2025
TENTANG
SISTEM  RERJA  UNTUK PENIEDERHANAAN
BIROKRASI  DI  LINGKUNGAN  PEMERINTAII
KABUPATEN BONDOWOSO

BABI
PENDAHULUAN

A.   Latar     Belakang   Penyederhanaan   Birokrasi   di   Lingkungan   Pemerintah
Kabupaten Bondowoso.

Penyederhanaan   Birokrasi   adalah   bagian   dari   proses   penataan
birokrasi untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi
lebih   efektif   dan   efisien   melalui   penyederhanaan   struktur   organisasi,
penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kelja.
Penyederhanaan   struktur  organisasi,   diatur  dalam   Peraturan     Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor  25 Tahun
2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah
untuk   Penyederhanaan   Birokrasi.    Selanjutnya   Pemerintah   Kabupaten
Bondowoso menetapkan Peraturan Bupati Bondowoso tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Keq.a Perangkat Daerah
Kabupaten Bondowoso.

Penyetaraan jabatan pada Kabupaten Bondowoso dilaksanakan dengan
melantik pe].abat fungsional hasil penyetaraan jabatan sesuai dengan surat
persetujuan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  :  800/8507/OTDA  tanggal  24
Desember  2021  perihal  Persetujuan  Penyetaraan  Jabatan  di  Lingkungan
Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  Provinsi  Jawa  Timur.  Setelah  proses
penyederhanaan   struktur   organisasi   dan   penyetaraan   jabatan   selesai
dilaksanakan  maka  dilakukan  penyesuaian  sistem  kelja  sesuai  amanat
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kelja pada lnstansi
Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi Melalui Penetapan Peraturan
Bupati.

8.   Sistematika pedoman
Pedoman  sistem  keria  di  lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Bondowoso
untuk penyederhanaan birokrasi disusun dalam dua bab, yaitu:
1.   Bab I Pendahuluan, memuat latar belakang serta sistematika pedoman;
2.   Bab  11  Penyesuaian  Sistem  Kelja  di  lingkungan  Pemerintah  Kabupaten

Bondowoso untuk penyedehanaan birokrasi,  memuat mekanisme ken.a,
penyesuaian  yang  diperlukan  untuk  mendukung  mekanisme  kelja  di
lingkungan     Pemerintah     Kabupaten     Bondowoso     dan     penerapan
mekanisme ker).a di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
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BAB 11
PENIESUAIAN SISTEM KERJA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAII KABUPATEN BONDOWOSO
UNTUK PENYEDERHANRAN BIROKRASI

Penyesuaian sistem kelja di lingfungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso
dilakukan setelah penyederhanaan strukfur organisasi dan penyetaraan jabatan
guna   mewujudkan   organisasi   yang   lebih    sederhana   dan   lebih   lincah.
Penyesuaian sistem kelja dimaksud meliputi penyesuaian mekanisme kerja dan
proses bisnis.

A.  Mekanisme Kerja
Mekanisme   ker).a   adalah   proses   dan   cara   kelja   organisasi  yang

menggambarkan   alur   pelaksanaan   tugas   pegawai   ASN   di   lingkungan
Pemerintah  Kabupaten  Bondowoso  yang  dilakukan  dalam  suatu  sistem
dengan   mengedepankan   kompetensi,   keahlian   dan/atau   keterampilan.
Dengan penyederhanaan birokrasi, setiap unit organisasi terdiri dari            2
(dua)   level  struktur  dan  tim  kelja  yang  terdiri  dari  kelompok  jabatan
fungsional atau  pelaksana.  Tim  Kelja terdiri dari  1  (satu) jenis  atau  lebih
jabatan  fungsional  atau  pelaksana  yang  dapat  berasal  dari  lintas  unit
organisasi.  Pelaksanaan  tugas yang dilaksanakan  dalam  bentuk tim  kelja
dapat dipimpin oleh ketua tim.

Penyederhanaan   struktur    pada    beberapa   unit   organisasi masih
dimungkinkan untuk memiliki lebih dari 2 (dua) level struktur. Pengecualian
ini dilakukan pada unit organisasi dengan kriteria sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur
Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi.

Mekanisme     kelja     pasca     penyederhanaan     struktur     organissi
disesuaikan dengan strategi pejabat level 1 dan/atau pejabat level 2. Pejabat-
pejabat    tersebut memastikan kesiapan dukungan infrastruktur, tata kelola
dan sumber daya yang optimal serta memastikan kolaborasi dan sinergitas
pelaksanaan     tugas    yang    ada.     Adapun     mekanisme     kelja    pasca
penyederhanaan struktur organisasi terba9i menjadi 3 (tiga) tahapan, yaitu:
1.  Tahapan perencanaan

Tahapan  perencanaan  dimaksudkan  untuk  memastikan  bahwa
kineria organisasi dapat dilakukan  secara  sistematis  serta logis  untuk
mencapai  tujuan  dengan  hasil  konkrit  adalah  rencana  kerja.  Kegiatan
yang dilaksanakan pada tahapan perencanaan diantaranya:
a.   penyusunan  dan  penetapan  peljanjian  kineH.a,  perumusan  strategi

pencapaian  target  kinelja  serta  penugasan  pejabat  fungsional  dan
pelaksana di bawah koordinasi pejabat level 11 oleh pejabat level 1 ;

b.  perumusan  strategi  pelaksanaan  pencapaian  target  kinerja  pejabat
level 11 yang terdiri dari penentuan pelaksanaan tugas dalam bentuk
tim  kelja  atau  individu,  penentuan  kebutuhan  pelibatan  pejabat
fungsional atau pelaksana lintas unit serta kebutuhan atas ketua tim;

c.   penyusunan  rencana  pelaksanaan  kegiatan  dan  anggaran  untuk
pencapaian target kineq.a oleh pejabat fungsional dan pelaksana;

2.  Tahapan pelaksanaan
Tahapan  pelaksanaan  dimaksudkan  untuk  memastikan  kegiatan

dan anggaran dijalankan sesuai dengan rencana, dengan rincian:
a.   penyusunan  rincian  pelaksanaan  kegiatan,  pembagian  peran  dan

pelaksanaan kegiatan oleh pejabat fungsional atau pelaksana;
b.  monitoring    perkembangan    dan    pemberian    umpan    batik    atas

pelaksanaan kegiatan oleh pejabat level 11 dan/atau ketua tim;
c.   penyampaian hasil pelaksanaan kegiatan kepada pejabat level 11;
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3.   Tahapan Evaluasi
Tahapan    evaluasi    dimaksudkan    untuk    memastikan    hasil

pelaksanaan  kegiatan  sesuai  dengan  target yang diharapkan.  Kegiatan
yang   dilakukan   pada   tahapan   evaluasi   adalah   reviu   atas   hasil
pelaksanaan  tugas  tim  kelja  atau  individu  oleh  pejabat  level  11  dan
pejabat level  1. pelaksanaan kegiatan dinyatakan selesai setelah pejabat
level 1 menerima hasil pelaksanaan kegiatan dan dinyatakan telah sesuai
dengan target yang diharapkan.
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8.  Penerapan    Alur    Mekanisme    Kelja    di    lingkungan    Pemerintah
Kabupaten Bondowoso
1.  Alur Mekanisme Keria Unit Organisasi Sekretariat DaeraLh

A.  Keduduhan
1)   Sekretaris  Daerah  dan  kepala  bagian  sebagai  pejabat  penilai

kineria. Pejabat fungsional dan pelaksana pada sekretariat daerah
berkedudukan  dibawah  dan  bertanggungjawab  kepada  pejabat
penilai   kinelja   sebagai   atasan   langsung.   Pejabat   fungsional
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
Daerah    sedangkan    pelaksana    berkedudukan    dibawah    dan
bertanggung jawab kepada kepala bagian selaku atasan langsung
sebagaimana yang digambarkan pada struktur dibawah berikut:

Gcmbar: 1
Sekretaris Daerah Dan Kepala Bagian Sebagal Pejabat pen:hal hinerfa.

2)   Sekretaris  Daerah  dan  kepala  sub  bagian  sebagai  pejabat  penilai
kinerja.  Pejabat fungsional dan  pelaksana pada  sekretariat daerah
berkedudukan   dibawah   dan   bertanggungjawab   kepada   pejabat
penilai    kinerja    sebagai    atasan    langsung.    Pejabat    fungsional
berkedudukan  dibawah  dan  bertanggung jawab  kepada  sekretaris
daerah     sedangkan    pelaksana    berkedudukan     dibawah     dan
bertanggung  jawab   kepada   kepala   sub   bagian   sebagai   atasan
langsung.  Kondisi  tersebut  berlaku  pada  sub  bagian  yang  tidak
mengalami  dampak  dari  penyederhanaan  birokrasi  sebagaimana
yang digambarkan pada struktur dibawah berikut:



Ga;mbar: 2
Sekreta;tis Dcuerah Dan Kepcha, Sub Bagiam Sebagal Pejabat Pe"hal

ELnerja.

8.  Strultur Penugasan
Terdapat   2   (dua)   struktur   penugasan   pejabat   fungsional   dan
pelaksana pada sekretariat daerah, antara lain:
1.   sekretaris  daerah  sebagai  pejabat  penilai  kinerja  dan  kepala

bagian sebagai pimpinan unit organisasi;
2.   kepala bagian/kepala sub bagian sebagai pejabat penilai kinelja

sekaligus sebagai pimpinan unit organisasi;
Struktur penugasan  sebagaimana pada angka  1  berlaku  ketentuan
sebagai berikut:
a.   Sekretaris Daerah menetapkan hinelja asisten;
b.   asisten menetapakan kinerja kepala bagian;
c.   penilaian  kinelja  pejabat  fungsional  dilakukan  oleh  Sekretaris

Daerah selahai pejabat penilai kinelja;
d.   pejabat fungsional menerima penugasan dari kepala bagian selakei

pimpinan unit organisasi.

Ganbar.. 3
St:ru,hal;r permgascm pejabct f urvgsienal dengan sekretaris daerah

sebagdi pejabat pen;hal kineria dan kepala bagian sebagcri pimpincm
unit orga;rdsasi.
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Stniktur penugasan sebagaimana angka 2 berlaku ketentuan sebagai
berikut:
a.   asisten  menetapkan  kinerja  kepala  bagian  dan  kepala  bagian

menetapkan kinerja kepala sub bagian;
b.   kepala bagian/kepala sub bagian sebagai pejabat penilai kinelja

sekaligus    sebagai    pimpinan    unit    organisasi,    memberikan
penugasan dan penilaian kineria kepada pelaksana yang berada
dibawah koordinasinya;

c.   sub   bagian   yang   dimaksud   adalah   sub   bagian   yang   tidak
mengalami dampak dari penyederhanaan birokrasi.

PEJABAT  PENILAI
KINERJA

SERALIGUS
PI RAPINAN  UNIT

ORGANISASI

Gcmbar.. 4
St:ra,kfur perungasan pela:ksa;na dengan lcepala bagian sebagal

pejabat perihai hi:netia sehahigus pinpinan unit orgcwisasi.

GCLmbar: 5
Strukfii;r peITugasa;n pelakscun, de:nga;n hepcha, sub bagian

sebagcri pejabat perilai kinetia selca:higus pimpina;n urut orgcwisast
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C.  Melranisme Keda
1.   Tahapan perencanaan

a.   sekretaris   daerah   melakukan   penyusunan   dan   penetapan
pep.anjian kinerja;

b.   Sekretaris  Daerah  membagi  dan  menunjuk  asisten  sebagai
penanggungjawab pencapaian target kinerja;

c.   Sekretaris Daerah memberikan arahan dan koordinasi untuk
pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja;

d.   asisten  melakukan  penyusunan  dan  penetapan  peljanjian
kinelja;

e.   asisten   membagi   dan   menunjuk   kepala   bagian   sebagai
penanggungjawab pencapaian target kinelja;

f.    sekretaris  daerah  selaku pejabat penilai kineH.a bagi pejabat
fungsional,     berdasarkan     rekomendasi     kepala     bagian,
menugaskan      pejabat      fungsional      untuk      membantu
pelaksanaan tugas kepala bagian;

9.   kepala  bagian  membagi  dan  menunjuk  kepala  sub  bagian
sebagai penanggung).awab pencapaian target kineH.a bagi sub
bagian   yang   tidak   mengalami   dampak   penyederhanaan
birokrasi;

h.   kepala bagian merumuskan strategi pelaksanaan pencapaian
target kineq.a pejabat fungsional dan pelaksana yang berada
dibawah     koordinasinya    yang     terdiri     dari     penentuan
pelaksanaan    tugas    dalam    bentuk    tim    keq.a/individu,
penentuan kebutuhan pelibatan pejabat fungsional dan/atau
pelaksana lintas unit serta penentuan kebutuhan atas ketua
tim.  Kepala  sub  bagian  merumuskan  strategi  pelaksanaan
pencapaian     target     kinelja     bagi     pelaksana     dibawah
koordinasinya;

i.    kepala    bagian    bersama    pejabat    fungsional    dan/atau
pelaksana,  baik  secara  individu  maupun  secara  tim  kelja
menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan anggarin untuk
pencapaian target kinelja;

j.    kepala'   sub    bagian    bersama    pelaksana    yang    dibawah
koordinasinya,   baik   secara   individu   maupun   tim   kerja
menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk
pencapaian target kinelja;

2.   Tahapan pelaksanaan
a.   menyusun  rincian  pelaksanaan  kegiatan  dan  anggaran  oleh

pejabat  fungsional  dan/atau  pelaksana.  penyusunan  rincian
pelaksanaan   kegiatan   dan   anggaran   tersebut   disesuaikan
dengan  rencana  pelaksanaan  kegiatan  dan  anggaran  yang
telah disusun sebelumnya;

b.   pelaksanaan   kegiatan   dilakukan   oleh   pejabat   fungsional
dan / atau       pelaksana       sesuai       perencanaan.       Dalam
melaksanakan   kegiatan   yang   dilakukan   oleh   tim   keq.a,
pembagian peran pejabat fungsional dan pelaksana dilakukan
berdasarkan kompetensi, keahlian dan keterampilan;

c.   pejabat  fungsional  dan/atau  pelaksana  dapat  berkolaborasi
dengan semua pihak terkait pelaksanaan kegiatan;

d.   kepala      bagian      dan/atau      ketua      tim      memonitoring
perkembangan dan pemberian umpan batik atas pelaksanaan
kegiatan   pejabat   fungsional   dan   pelaksana   yang   berada
dibawah        ko ordinasinya        yang        dilakukan        secara
berkala/sewaktu-waktu,   kepala   sub   bagian   memonitoring
perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan
kegiatan bagi pelaksana dibawah koordinasinya;
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e.   hasil   pelaksanaan   kegiatan   pejabat   fungsional   dan/atau
pelaksana  yang  sudah  sesuai  target,  disampaikan  kepada
kepala  bagian  yang  berada  di   bawah   koordinasinya  oleh
individu/ ketua tim;

f.    hasil  pelaksanaan  kegiatan  pelaksana  yang  sudah  sesuai
target,    disampaikan    kepada    kepala    sub    bagian    oleh
individu/ ketua tim yang berada dibawah koordinasinya.

3.   Tahapan Evaluasi
a.   hasil   pelaksanaan   kegiatan   pejabat   fungsional   dan/atau

pelaksana  ditinjau  oleh  kepala bagian yang berada dibawah
koordinasinya  dan  apabila  telah  sesual  target  disampaikan
kepada asisten untuk ditinjau;

b.   kepala   sub   bagian   meninjau   hasil   pelaksanaan   kegiatan
pelaksana  yang  berada  dibawah  koordinasinya  dan  apabila
telah  sesuai  target  disampaikan  kepada  kepala  bagian yang
kemudian disampaikan kepada asisten untuk ditinjau;

c.   asisten menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan yang telah
sesuai  target  ataupun  ekspektasi  kepada  sekretaris  daerah
untuk ditinjau;

d.   pelaksanaan  kegiatan  dinyatakan  selesal  setelah  sekretaris
daerah menerima hasil pelaksanaan kegiatan dan dinyatakan
sesuai dengan target yang diharapkan.

2.  Alur Melranisme Keda Unit Organisasi SelEretariat DPRD
A.  Keduduhan

1)   Sekretaris   DPRD   dan   Kepala   Bagian   sebagai   Pejabat   Penilai
Kinelja.

Pejabat  fungsional  dan  pelaksana  pada  sekretariat  DPRD
berkedudukan  dibawah  dan  bertanggungjawab  kepada  pejabat
penilai   kineq.a   sebagai   atasan   langsung.   Pejabat   fungsional
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris
DPRD    sedangkan    pelaksana    berkedudukan    dibawah    dan
bertanggung jawab kepada kepala bagian sebagai atasan langsung
sebagaimana yang digambarkan pada struktur dibawah berikut:

Cidmbar: 3
Sehacta;ris DPRD da;n kepala bagian sebagal pejabat perilal hinerjcL
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2)   Kepala Sub Bagian sebagai Pejabat Penilai Kineq.a.
Pelaksana  pada  sekretariat  DPRD  berkedudukan  dibawah

dan  bertanggungjawab  kepada  pejabat  penilai  kineH.a  sebagai
atasan    langsung.    Pelaksana    berkedudukan    dibawah    dan
bertanggung  jawab  kepada  kepala  sub  bagian  sebagai  atasan
langsung.  Kondisi tersebut berlaku  pada  sub  bagian yang tidak
mengalami dampak dari penyederhanaan birokrasi  sebagaimana
yang digambarkan pada struktur dibawah:

SEKRETAFtls DPRD

KEPRA BAGIAN

------------KEPAIAS18EIAGIAI\I

_ -_ --T --_ --

JABATAN PELAKSARA

Gamba;r: 4
Kepala sub bagia;n sebagal pejabat peIThai him;erja.

8.  Strultur Penugasan
Terdapat   2   (dua)   struktur   penugasan   pejabat   fungsional   dan
pelaksana pada sekretariat DPRD, antara lain:
1)   sekretaris  DPRD   sebagai  pejabat  penilai  kinerja  dan   kepala

bagian sebagai pimpinan unit organisasi;
2)   kepala bagian/kepala sub bagian sebagai pejabat penilai kinelja

sekaligus sebagai pimpinan unit organisasi;
Struktur  penugasan  sebagalmana  pada angka  1)  berlaku  beberapa
ketentuan sebagai berikut:
a.   sekretaris DPRD menetapkan kinelja kepala bagian;
b.   penilaian  kinerja  pejabat  fungsional  dilakukan  oleh  sekretaris

DPRD selaku pejabat penilai kinelja;
c.   pe].abat fungsional menerima penugasan dari kepala bagian selaku

pimpinan unit organisasi.



Gambar.. 5
Sb:ru,ktur pen;ugasan pejabat f a;ngsiorral dervgan sekreta;tis DPRD

sebagal pejabat perildi him;erja dcm kepcha, bagia;n sebagal
pimpinan urut orgcwisasi.

Struktur   penugasan   sebagaimana   angka   2)    berlaku   beberapa
ketentuan sebagai berikut:
a.   sekretaris  DPRD  menetapkan  kinelja  kepala  bagian  dan  kepala

bagian menetapkan kinelja kepala sub bagian;
b.   kepala bagian/kepala sub bagian sebagai pejabat penilai kinelja

sekaligus    sebagai    pimpinan    unit    organisasi,    memberikan
penugasan dan penilaian kinelja kepada Pelaksana yang berada
dibawah koordinasinya;

c.   sub   bagian   yang   dimaksud   adalah   sub   bagian   yang   tidak
mengalami dampak dari penyederhanaan birokrasi.

Ga;mbcur: 6
Stru,kfu:r permgascm pelaksa;na de:nga;n kepala bagia;n

sebagal pejabat penihai hinetia sckdigus pimpincm urut orgcwisasi.



Ga;mbar: 7
St:ru:hal:T pen;ugasan peid:ksa;na de:ngcm kepala sub bagia;n

sebagdi pejabat pehilal kinerja seha:ligus pimpinan unit onganisasi.

C.  Melmnisme Kerja
1)   Tahapan perencanaan

a.   sekretaris   DPRD   melakukan   penyusunan   dan   penetapan
peljanjian kinelja;

b.   sekretaris   DPRD   membagi   dan   menunjuk   kepala   bagian
sebagai penanggungjawab pencapalan target kinelja;

c.   sekretaris  DPRD  selaku  pejabat  penilai  kinerja  bagi  pejabat
fungsional,      berdasarkan     rekomendasi     kepala     bagian
menugaskan      pejabat      fungsional      untuk      membantu
pelaksanaan tugas kepala bagian;

d.   kepala  bagian  membagi  dan  menunjuk  kepala  sub  bagian
sebagai penanggungjawab pencapaian target kinelja bagi sub
bagian   yang   tidak   mengalami   dampak   penyederhanaan
birokrasi;

e.   kepala bagian merumuskan strategi pelaksanaan pencapaian
target kinerja pejabat fungsional dan pelaksana yang berada
dibawah     koordinasinya     yang     terdiri     dari     penentuan
pelaksanaan    tugas    dalam    bentuk    tim    kelja/individu.
Penentuan kebutuhan pelibatan pejabat fungsional dan/atau
pelaksana lintas unit serta penentuan kebutuhan atas ketua
tim,  kepala  sub  bagian  merumuskan  strategi  pelaksanaan
pencapaian     target     kinelja     bagi     pelaksana     dibawah
koordinasinya;

f.    kepala    bagian    bersama    pejabat    fungsional    dan/atau
pelaksana,  baik  secara  individu  maupun  secara  tim  kelja
menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk
pencapaian target kinelja;

9.   kepala    sub    bagian    bersama    pelaksana    yang    dibawah
koordinasinya,   baik   secara   individu   maupun   tim   ken.a
menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk
pencapaian target kinelja.
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2)   Tahapan pelaksanaan
a.   menyusun  rincian  pelaksanaan  kegiatan  dan  anggaran  oleh

pejabat fungsional  dan/atau  pelaksana.  Penyusunan  rincian
pelaksanaan   kegiatan   dan   anggaran   tersebut   disesuaikan
dengan  rencana  pelaksanaan  kegiatan  dan  anggaran  yang
telah disusun sebelumnya;

b.   pelaksanaan   kegiatan   dilakukan   oleh   pejabat   fungsional
dan / atau       pelaksana       sesuai       perencanaan.       Dalam
melaksanakan   kegiatan   yang   dilakukan   oleh   tim   keria,
pembagian peran pejabat fungsional dan pelaksana dilakukan
berdasarkan kompetensi, keahlian dan keterampilan;

c.   pejabat  fungsional  dan/atau  pelaksana  dapat  berkolaborasi
dengan semua pihak terkait pelaksanaan kegiatan;

d.   kepala      bagian      dan/atau      ketua      tim      memonitoring
perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan
kegiatan  pejabat  fungsional  dan  pelaksana  yang  dilakukan
secara      berkala/sewaktu-waktu.      Kepala      sub      bagian
memonitoring perkembangan dan pemberian umpan balik atas
pelaksanaan kegiatan bagi pelaksana dibawah koordinasinya.

e.   hasil   pelalfsanaan   kegiatan   pejabat   fungsional   dan/atau
pelaksana  yang  sudah  sesuai  target,  disampaikan  kepada
kepala bagian oleh individu/ketua tim;

f.    hasil  pelaksanaan  kegiatan  pelaksana  yang  sudah  sesuai
target,    disampaikan    kepada    kepala    sub    bagian    oleh
individu/ ketua tim yang berada dibawah koordinasinya;

3)   Tahapan Evaluasi
a.   hasil   pelaksanaan   kegiatan   pejabat   fungsional   dan/atau

pelaksana  ditinjau  oleh  kepala bagian yang berada dibawah
koordinasinya  dan  apabila  telah  sesuai  target  disampaikan
kepada sekretaris DPRD untuk ditinjau;

b.   kepala   sub   bagian   meninjau   hasil   pelaksanaan   kegiatan
pelaksana  yang  berada  dibawah  koordinasinya  dan  apabila
telah  sesuai  target  disampaikan  kepada  kepala  bagian yang
kemudian   disampaikan   kepada   sekretaris   DPRD    untuk
ditinjau;

c.   pelaksanaan  kegiatan  dinyatakan  selesai  setelah  sekretaris
DPRD  menerima hasil pelaksanaan kegiatan dan  dinyatakan
sesuai dengan target yang diharapkan.

3.  Alur Me]ranisme Keda Unit Organisasi lnspektorat
A.  Keduduhan

1)   Inspektur Pembantu sebagai Pejabat Penilai Kinelja
Pejabat fungsional pada inspektorat berkedudukan dibawah dan
bertanggungjawab  kepada pejabat penilai kinerja sebagai atasan
langsung.    Pejabat    fungsional    berkedudukan    dibawah    dan
bertanggung jawab  kepada  inspektur  pembantu  sebagai  atasan
langsung sebagaimana yang digambarkan pada struktur dibawah
berikut:



Gambar: 8
Inspektwr pembcmfu sebcbgcti pejabat pewilal kinerja.

2)   Kepala Sub Bagian sebagai Pejabat Penilal Kinerja
Pelaksana    pada    inspektorat    berkedudukan    dibawah    dan
bertanggungjawab  kepada pejabat penilai kinerja sebagai atasan
langsung.  Pelaksana  berkedudukan  dibawah  dan  bertanggung
jawab kepada kepala sub bagian sebagai atasan langsung. Kondisi
tersebut berlaku pada sub bagian yang tidak mengalami dampak
dari  penyederhanaan  birokrasi  sebagaimana  yang  digambarkan
pada struktur dibawah berikut:

Gcmbar.. 9
Kepala sub bagian sebagal pejabat perulal kineria.

8.  Struktur Penugasan
Terdapat   2   (dua)   struktur   penugasan   pejabat   fungsional   dan
pelaksana pada inspektorat daerah, antara lain:
1.   inspektur  pembantu  sebagai  pejabat  penilai  kinerja  sekaligus

sebagal pimpinan unit organisasi;
2.   kepala   sub   bagian   sebagai   pejabat   penilai   kinerja   sekaligus

sebagai pimpinan unit organisasi.
Struktur  penugasan  sebagaimana  pada  angka  1)  berlaku  beberapa
ketentuan sebagai berikut:
a.   Inspektur menetapkan kineq.a inspektur pembantu;
b.   Inspektur  pembantu  sebagai  pejabat  penilai  kinelja  sekaligus

sebagai  pimpinan  unit  organisasi  memberikan  penugasan  dan
penilaian kinerja kepada pejabat fungsional yang berada dibawah
koordinasinya.



Ga;mbar: 10
St:ru,kfur perungasa;n pejabat f a:ngstorral dengcm inspektwr pembcmfu
sebagal pejabat peraldi hinerja selcaligus pimpinn;n unit ongwisasi.

Struktur  penugasan  sebagaimana  pada  angka  2)  berlaku  beberapa
ketentuan sebagai beri]mt:
a.   sekretaris menetapkan kinelja kepala sub bagian;
b.   kepala   sub   bagian   sebagai   pejabat   periilai   kinelja   sekaligus

sebagai  pimpinan  unit  organisasi,  memberikan  penugasan  dan
penilaian   kinelja   kepada   pelaksana   yang   berada   dibawah
koordinasinya.

Ga;mbar:  1 1
Stru:ledi;r peITugascm peha]csana denga;n hepcha, sub bougian

sebagal pejabat penilal hinerja seka;higus pimpina;n und± ongcwisasi.

C.  Mel=anisme Keda
1)   Tahapan perencanaan

a.   inspektur malakukan penyusunan  dan  penetapan  perjanjian
kinelja;

b.   inspektur  membagi  dan  menunjuk  inspektur  pembantu  dan
sekretaris    sebagai    penanggung).awab    pencapaian    target
kinetia;

c.   sekretaris membagi dan menunjuk kepala sub bagian sebagai
penanggungjawab pencapalan target kinerja bagi  sub  bagian
yang tidak mengalami dampak penyederhanaan birokrasi;
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d.   Inspektur    pembantu    merumuskan    strategi    pelaksanaan
pencapaian  target  kinelja  pejabat  fungsional  dan  pelaksaria
yang    berada    dibawah    koordinasinya    yang    terdiri    dari
penentuan      pelaksanaan      tugas      dalam      bentuk     tim
kelja/individu.    Penentuan    kebutuhan    pelibatan    pejabat
fungsional  dan/atau  pelaksana  lintas  unit  serta  penentuan
kebutuhan  atas  ketua tim.  Kepala  sub  bagian  merumuskan
strategi pelaksanaan pencapaian target kineria bagi pelaksana
dibawah koordinasinya;

e.   inspektur pembantu bersama pejabat fungsional, baik secara
individu   maupun   secara   tim   ker).a   menyusun   rencana
pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target
kinerja;

f.    kepala    sub    bagian    bersama    pelaksana   yang    dibawah
koordinasinya,   baik   secara   individu   maupun   tim   kerja
menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk
pencapaian target kinelja.

2)   Tahapan pelaksanaan
a.   menyusuri  rincian  pelaksanaan  kegiatan  dan  anggaran  oleh

pejabat  fungsional  dan/atau  pelaksana.  Penyusunan  rincian
pelaksanaan   kegiatan   dan   anggaran   tersebut   disesuaikan
dengan  rencana  pelaksanaan  kegiatan  dan  anggaran  yang
telah disusun sebelumnya;

b.   pelaksanaan   kegiatan   dilakukan   oleh   pejabat   fungsional
dan / atau       pelaksana       sesuai       perencanaan.       Dalam
melaksanakan   kegiatan   yang   dilakukan   oleh   tim   kelja,
pembagian peran pejabat fungsional dan pelaksana dilakukan
berdasarkan kompetensi, keahlian dan keterampilan;

c.   pejabat  fungsional  dan/atau  pelaksana  dapat  berkolaborasi
dengan semua pihak terkait pelaksanaan kegiatan;

d.   inspektur   pembantu   dan/atau   ketua   tim   memonitoring
perkembangan dan pemberian umpan batik atas pelaksanaan
kegiatan     pejabat     fungsional     yang     dilakukan     secara
berkala/sewaktu-waktu.   Kepala   sub   bagian   memonitoring
perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan
kegiatan bagi pelaksana dibawah koordinasinya;

e.   hasil  pelaksanaan  kegiatan  pejabat  fungsional  yang  sudah
sesuai target,  disampaikan kepada inspektur pembaritu oleh
individu/ ketua tim;

f.    hasil  pelaksanaan  kegiatan  pelaksana  yang  sudah  sesuai
target,    disampaikan    kepada    kepala    sub    bagian    oleh
individu/ ketua tim yang berada dibawah koordinasinya.

3)   Tahapan Evaluasi
a.   hasil  pelaksanaan  kegiatan  pejabat  fungsional  ditinjau  oleh

inspektur pembantu yang berada dibawah koordinasinya dan
apabila  telah  sesuai  target  disampaikan  kepada  inspektur
untuk ditinjau;

b.   kepala   sub   bagian   meninjau   basil   pelaksanaan   kegiatan
pelaksana  yang  berada  dibawah  koordinasinya  dan  apabila
telah   sesuai   target   disanpaikan   kepada   sekretaris   yang
kemudian disampaikan kepada inspektur untuk ditinjau;

c.   pelaksanaan  kegiatan  dinyatakan  selesai  setelah  inspektur
menerima hasil pelaksanaan kegiatan dan dinyatakan sesuai
dengan target yang diharapkan.
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4.  Alur Mekanisme Kerja Unit Organisasi Dines/Badan
A.  Keduduhan

1)   Kepala   Dinas/Badan   dan   Sekretaris/Kepala   Bidang   sebagai
Pejabat Penilai Kinerja.
Pejabat     fungsional     dan     pelaksana     pada     dinas/badan
berkedudukan  dibawah  dan  bertanggungjawab  kepada  pejabat
penilai   kineq.a   sebagai   atasan   langsung.   Pejabat   fungsional
berkedudukan  dibawah  dan  bertanggung jawab  kepada  kepala
dinas/badan  sedangkan  pelaksana  berkedudukan  dibawah  dan
bertanggung  jawab   kepada   sekretaris/kepala   bidang   sebagai
atasan  langsung sebagaimana yang digambarkan  pada struktur
dibawah berikut: \ \

\
I

E1

Gambar..  12
Kepala dimas/ bcida;n da;n kepala bidang sebagal pejabat pertfldi

hinetia.

Gambar: 13
Kepala dinas/ bcrdcm dan sekretaris sebagcri pejabat peridcri kinelja.
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2)   Kepala   Dinas/Badan   dan   Kepala   Seksi/Kepala   Sub   Bidang/
Kepala Sub Bagian sebagai Pejabat Penilai Kinelja.
Pejabat     fungsional     dan     pelaksana     pada     dinas/badan
berkedudukan  dibawah  dan  bertanggungjawab  kepada  pejabat
penilai   kinerja   sebagai   atasan   langsung.   Pejabat   fungsional
berkedudukan  dibawah  dan  bertanggung jawab  kepada  kepala
dinas/badan  sedangkan  pelaksana  berkedudukan  dibawah  dan
bertanggung     jawab      kepada      kepala      seksi/kepala      sub
bidang/kepala   sub   bagian   sebagai   atasan   langsung.   Kondisi
tersebut  berlaku  pada  seksi/sub  bidang/sub  bagian yang tidak
mengalami dampak dari penyederhanaan birokrasi  sebagajmana
yang digambarkan pada struktur dibawah berikut:

Gambar: 14
Kepala dinas/ bada;n da;n hepala seksi/ kepala sub bidcmg

sebagal pejabat perdldi hirverjcL



Gambar: 15
Kepala dinas/ bada;n da;n kepala sub bagian

sebagal pejabat perulal kherja.

3)   Kepala Dinas/Badan sebagai Pejabat Penilai Kinelja
Pejabat     fungsional     dan     pelaksana     pada     dinas/badan
berkedudukan  dibawah  dan  bertanggungjawab  kepada  pejabat
penilai kineH.a  sebagai  atasan  langsung.  Pejabat  fungsional  dan
pelaksana berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada
kepala  dinas/badan  sebagai  atasan  langsung.  Kondisi  tersebut
berlaku     pada     bidang     yang     mengalami     dampak     dari
penyederhanaan birokrasi  sebagaimana yang digambarkan pada
struktur dibawah berikut:

KEPALA DINAS / BADAN

Gambcur:  16
Kepala dims/ bcrdcm sebagal pejabat perildi kineria.

8.  Strultur penugasan
Terdapat   4   (empat)   struktur  penugasan   pejabat   fungsional   dan
pelaksana pada dinas/badan, antara lain:
1)   kepala    dinas/badan    sebagai    pejabat    penilai    kinerja    dan

sekretaris/ kepala bidang sebagai pimpinan unit organisasi;
2)   sekretaris/kepala bidang sebagai pejabat penilai kinerja sekaligus

sebagai pimpinan unit organisasi;
3)   kepala   seksi/kepala   sub   bidang/kepala   sub   bagian   sebagai

pejabat penilai kinerja sekaligus pimpinan unit organisasi;
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4)   kepala  dinas/badan   sebagai  pejabat  penilai
sebagai pimpinan unit organisasi;

Struktur  penugasan  sebagaimana  pada  angka  1)
ketentuan sebagai berikut:
a.   kepala    dinas/badan    menetapkan    kinelja

bidang;

kinelja  sekaligus

berlaku  beberapa

sekretaris/kepala

b.   penilaian   kinelja   pejabat   fungsional   dilakukan   oleh   kepala
dinas/ badan sela]ou pejabat penilai kineq.a;

c.   pejabat  fungsional  menerima  penugasan  dari  sekretaris/kepala
bidarig sela]fli pimpinari unit organisasi;

Gambar: 17
St:ra,kfur perl:ngasan pejabat f a;ngsiornd, dervgcm kepala dinas/ bcrdan

sebagcri pejabat perilal hineria dan seke:±aris/ kepala bidcmg sebagal
pinpinan urtit orgcwisasi.

Struktur  penugasan  sebagaimana  pada  angka  2)  berlahai  beberapa
ketentuan sebagai berikut:
a.   kepala    dinas/badan    menetapkan    kinerja    sekretaris/kepala

bidang;
b.   sekretaris/kepala bidang sebagai pejabat penilai kineria sekaligus

sebagai  pimpinan  unit  organisasi,  memberikan  penugasan  dan
penilaian   kinelja   kepada   pelaksana   yang   berada   dibawah
koordinasinya.

Cidmbcur:  18
Stru,kfur permgascm pela:kscma dengcm sekretaris/ kepala bidang
seidku pejabat penilal hi:nerja sekaltgus pirxpha;n unit orgcwisasi.
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Struktur  penugasan  sebagaimana  pada  angka  3)  berlaku  beberapa
ketentuan sebagai berikut:
a.   kepala bidang menetapkan kineH.a kepala seksi/kepala sub bidang

dan sekretaris menetapkan kineH.a kepala sub bagian;
b.   kepala   seksi/kepala   sub   bidang/kepala   sub   bagian   sebagai

pejabat penilai kinerja sekaligus sebagai pimpinan unit orgariisasi,
memberikan penugasan dan penilaian kineria kepada pelaksana
yang berada dibawah koordinasinya;

c.   seksi/sub  bidang/sub  bagian yang  dimaksud  adalah  seksi/sub
bidang/sub    bagian    yang    tidak    mengalami    dampak    dari
penyederhanaan birokrasi.

Gambar:. 19
Stru,kfur pertugascm pela:kscma dengcm kepala seksi/ kepala sub

bida;ng sera:Iou pejabat penhai kinerja sehalkyus pimpina;n unit
orgcwisasi.

Crdmbar.. 20
Stralchi;r peri;ngasan pela:kscma denga;n kjepala sub bagian

sera:ku pejabat peruldi kinerja sehal;igus pirnpinan wit orgwisasi.
Struktur  penugasan  sebagaimana pada  angka  4)  berlaku  beberapa
ketentuan sebagai berikut:
a.   kepala   dinas/badan   memberikan   penilaian   kinerja   sekaligus

penugasan bagi pejabat fungsional dan pelaksana;
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b.   kepala  dinas/badan  berperan   sebagai  pejabat  penilai  kinelja
sekaligus sebagai pimpinan unit organisasi;

c.   kondisi  tersebut  berlaku  bagi  bidang  yang  mengalami  dampak
penyederhanaan birokrasi.

Gambar: 21
St:ru,ktur penugasa;n pejabat fij,ngsiorral dan pelaksana

de:ngan kepala d;has/ bada;n sela:Ice pejabat perildi hineria
sekdigus pimpinan unit orgcwis asi.

C.  Melranisme Kerja
Kondisi  struktur  penugasan  kepala  dinas/badan  sebagai  pejabat
penilai   kinerja,   kepala   bidang/sekretaris   dan   kepala   seksi/sub
bidang/ sub bagian sebagai pejebat penilai kineria sekaligus pimpinan
unit organisasi.
1)   Tahapan perencanaan

a)   kepala  dinas/badan  malakukan  penyusunan  dan  penetapan
Pep.anjian kinerja;

b)   kepala  dinas/badan  membagi  dan  menunjuk  kepala  bidang
dan  sekretaris  sebagai  penanggungjawab  pencapaian  target
kinelja;

c)   kepala dinas/badan selaku pejabat penilai kinelja bagi pejabat
fungsional,   berdasarkan   rekomendasi   kepala   bidang   dan
sekretaris  menugaskan  pejabat  fungsional  untuk  membantu
pelaksanaan tugas kepala bidang dan sekretaris;

d)   kepala  bidang  membagi  dan  menunjuk  kepala  seksi/kepala
sub bidang dan sekretaris membagi dan menunjuk kepala sub
bagian  sebagai  penanggungjawab  pencapaian  target  kinerja
bagi   seksi/sub   bidang/sub   bagian  yang  tidak  mengalami
dampak penyederhanaan birokrasi;

e)   kepala     bidang     dan     sekretaris     merumuskan     strategi
pelaksanaan pencapaian target kinelja pejabat fungsional dan
pelaksana  yang  berada  dibawah  koordinasinya  yang  terdiri
dari   penentuan   pelaksanaan    tugas    dalam   bentuk   tim
ken.a/individu,    penentuan    kebutuhan    pelibatan    pejabat
fungsional  dan/atau  pelaksana  lintas  unit  serta  penentuan
kebutuhan  atas  ketua  tim.  kepala  seksi/kepala  sub  bidang
dan  kepala  sub  bagian  merumuskan  strategi  pelaksanaan
pencapaian     target     kineq.a     bagi     pelaksana     dibawah
koordinasinya;
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I)    kepala  bidang  dan   sekretaris   bersarna  pejabat  fungsional
dan/atau pelaksana, balk secara individu maupun secara tim
kelja menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran
untuk pencapaian target kinelja;

g)   kepala   seksi/kepala   sub   bidang   dan   kepala   sub   bagian
bersama pelaksana yang dibawah koordinasinya,  baik secara
individu  maupun  tim  kelja  menyusun  rencana  pelaksanaan
kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target kineH.a;

2)   Tahapan pelaksanaan
a)   menyusun  rincian  pelaksanaan  kegiatan  dan  anggaran  oleh

pejabat  fungsional  dan/atau  pelaksana.  penyusunan  rincian
pelaksanaan   kegiatan   dan   anggaran   tersebut   disesuaikan
dengan  rencana  pelaksanaan  kegiatan  dan  anggaran  yang
telah disusun sebelumnya;

b)   pelaksanaan   kegiatan   dilakukan   oleh   pejabat   fungsional
dan / atau       p elaks ana       sesuai       p erencanaan.       D alam
melaksanakan   kegiatan   yang   dilakukan   oleh   tim   kerja,
pembagian peran pejabat fungsional dan pelaksana dilakukan
berdasarkan kompetensi, keahlian dan keterampilan;

c)   pejabat  fungsional  dan/atau  pelaksana  dapat  berkolaborasi
dengan semua pihak terkait pelaksanaan kegiatan;

d)   kepala     bidang     dan     sekretaris     dan/atau     ketua     tim
memonitoring perkembangan dan pemberian umpan balik atas
pelaksanaan kegiatan pejabat fungsional dan pelaksana yang
dilakukan secara berkala/ sewaktu-waktu. Kepala seksi/ kepala
sub     bidang     dan     kepala     sub     bagian     memonitoring
perkembangari dan pemberiari umpan balik atas pelaksanaan
kegiatan bagi pelaksana dibawah koordinasinya;

e)   hasil   pelaksanaan   kegiatan   pejabat   furigsional   dan/atau
pelaksana  yang  sudah  sesuai  target,  disampaikan  kepada
kepala bidang/ sekretaris oleh individu/ ketua tim;

f)    hasil  pelaksanaan  kegiatan  pelaksana  yarig  sudah   sesuai
target,  disampaikan  kepada  kepala  seksi/kepala  sub  bidang
dan kepala sub bagian oleh individu/ketua tim yang berada
dibawah koordinasinya;

3)   Tahapan Evaluasi
a)   hasil   pelaksanaan   kegiatan   pejabat   fungsional   dan/atau

pelaksana  ditinjau  oleh  kepala  bidang  dan  sekretaris  yang
berada dibawah koordinasinya dan apabila telah sesuai target
disampaikan kepada kepala dinas/ badan untuk ditinjau;

b)   kepala  seksi/kepala  sub  bidang meninjau hasil pelaksanaan
kegiatan pelaksana yang berada di bawah koordinasinya dan
apabila telah sesuai target disampaikan kepada kepala bidang.
Kepala   sub   bagian   meninjau   hasfl   pelaksanaan   kegiatan
pelaksana yang berada di  bawah  koordinasinya  dan  apabila
telah  sesuai  target  disampaikan  kepada  sekretaris.  Kepala
bidang   dan   sekretaris   menyanpaikan   hasil   pelaksanaan
kegiatan kepada kepala dinas/badan untuk ditinjau;

c)   pelaksanaan   kegiatan   dinyatakan   selesai   setelah   kepala
dinas/badan   menerima   hasil   pelaksanaan   kegiatan   dan
dinyatakan sesuai dengan target yang diharapkan;
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Kondisi  struktur  penugasan  kepala  dinas/badan  sebagai  pejabat
penilai kineria sekaligus pimpinan unit organisasi.
1)   Tahapan perencanaan

a)   kepala  dinas/badan  malamikan  penyusunan  dan  penetapan
pep.anjian kinelja;

b)   kepala    dinas/badan    merumuskan    strategi    pelaksanaan
pencapaian  target  kinerja  pejabat  fungsional  dan  pelaksana
yang    berada    dibawah    koordinasinya    yang    terdiri    dari
penentuan      pelaksanaan      tugas      dalam      bentuk      tim
kerja/individu,    penentuan    kebutuhan    pelibatan    pejabat
fungsional  dan/atau  pelaksana  lintas  unit  serta  penentuan
kebutuhan atas ketua tim;

c)   kepala  dinas/badan  bersama  pejabat  fungsional  dan/atau
pelaksana,  baik  secara  individu  maupun  secara  tim  kelja
menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk
pencapaian target kinelja;

2)   Tahapan pelaksanaan
a)   menyusun  rincian  pelaksanaan  kegiatan  dan  anggaran  oleh

pejabat  fungsional  dan/atau  pelaksana.  penyusunan  rincian
pelaksanaan   kegiatan   dan   anggaran   tersebut   disesuaikan
dengan  rencana  pelaksanaan  kegiatan  dan  ariggaran  yang
telah disusun sebelumnya;

b)   pelaksanaan   kegiatan   dilakukan   oleh   pejabat   fungsional
dan / atau       pelaksana       sesuai       perencanaan.       Dalam
melaksanakan   kegiatan   yang   dilakukan   oleh   tim   kerja,
pembagian peran pejabat fungsional dan pelaksana dilakukan
berdasarkan kompetensi, keahlian dan keterampilan;

c)   pejabat  fungsional  dan/atau  pelaksana  dapat  berkolaborasi
dengan semua pihak terkait pelaksanaan kegiatan;

d)   kepala   dinas/badan   dan/atau   ketua   tim    memonitoring
perkembangari dan pemberian umpan batik atas pelaksanaan
kegiatan  pejabat  fungsional  dari  pelaksana  yang  dilakukan
secara berkala/ sewaktu-waktu ;

e)   hasil  pelaksanaan  kegiatan   pejabat  fungsional   dan/   atau
pelaksana  yarlg  sudah  sesuai  target,  disampaikan  kepada
kepala dinas/badan oleh individu/ketua tim;

3)   Tahapan Evaluasi
a)   hasil   pelaksanaan   kegiatan   pejabat   fungsional   dan/atau

pelaksana ditinjau oleh kepala dinas/badan;
b)   pelaksanaan   kegiatan   dinyatakan   selesai   setelah   kepala

dinas/badan   menerima   hasil   pelaksanaan   kegiatan   dan
dinyatakan sesuai dengan target yang diharapkan.
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5.  Alur Mekanisme Kerja Unit Organisasi UPTD (Unit Pela]=saLna Telmis
Daerah| Dines/ Badan
A.  Keduduhan

1)   Kepala  UFTD  dan  Kepala  Sub  Bagian  sebagai  Pejabat  Penilai
Kinerja  Pejabat  Flmgsional  dan  Pelaksana  pada  Unit  Pelaksana
Teknis.

Pejabat fungsional dan pelaksana pada Unit Pelaksana Teknis
Daerah  (UFTD)  pada  dinas/badan  berkedudukan  dibawah  dan
bertanggungjawab  kepada pejabat penilai kinerja sebagai atasan
langsung.   Pejabat   fungsional   berkedudukan   di   bawah   dan
bertanggung jawab  kepada  kepala  UFTD  sedangkan  pelaksana
berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala sub
bagian  tata  usaha  sebagai  atasan  langsung.  Kondisi  tersebut
berlaku    pada    UPTD    dengan    Kelas    A    sebagaimana    yang
digambarkan pada struktur dibawah berikut:

Gcmbar.. 22
Kepala UP'I`D dan kepala sub bagian tata usaha.

sebcbgal pejabat perthai kinetia.

2)   Kepala UPTD sebagai Pejabat Penilai Kinelja
Pejabat fungsional dan pelaksana pada Unit Pelaksana Teknis

Daerah  (UPI`D)  pada  dinas/badan  berkedudukan  dibawah  dan
bertanggungjawab  kepada pejabat penilai kinerja sebagai atasan
langsung. Pejabat fungsional sedangkan pelaksana berkedudukan
dibawah  dan  bertanggungjawab  kepada  kepala  UPTD   sebagai
atasan  langsung.  Kondisi  tersebut  berlaku  pada  UPTD  dengan
kelas  8  sebagaimana yang digambarkan pada struktur dibawah
berikut:

Gcmbar: 23
Kepala UPID sebagal pejabat pewilal kineria.
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8.  Strultur Penugasan
Terdapat   2   (dua)   struktur   penugasan   pejabat   fungsional   dan
pelaksana pada  Unit Pelaksana Teknis Daerah  (UPTD)  dinas/badan,
antara lain :
1.   kepala UPTD sebagai pejabat penilai kinerja sekaligus pimpinan

unit organisasi;
2.   kepala UPI`D  dan kepala sub bagian tata usaha sebagai pejabat

penilai kinelja sekaligus sebagai pimpinan unit organisasi.
Stnlktur  penugasan  sebagaimana  pada  angka  1  berlaku  beberapa
ketentuan sebagai berikut:
a.   kepala UPTD memberikan penilaian kineq.a sekaligus penugasan

bagi pejabat fungsional dan pelaksana;
b.   Kepala  UFTD  berperan  sebagai  pejabat  penilai  kinerja  sekaligus

sebagai pimpinan unit organisasi;
c.   kondisi tersebut berlaku bagi UPI`D kelas 8.

Cidmbar: 24
St:ru,krfu;r permgascm pejabat f ungsivnal dcm pela:kscma

dengarn kepala uptd sebagal pejabat perilal kineria selca:higus
sebagcti pimpinan unit onganisasi.

Stmktur  penugasan  sebagaimana  pada  angka  2  berlaku  beberapa
ketentuan sebagai berikut:
a.   kepala UPI`D menetapkan kinelja kepala sub.bagian tata usaha;
b.   kepala  UPI`D  sebagai  pejabat  penilai  kinerja  sekaligus  sebagai

pimpinan unit organisasi memberikan penugasan  dan  penilaian
kineq.a kepada pejabat fungsional;

c.   kepala  sub  bagian  tata  usaha  sebagai  pejabat  penilai  kinelja
sekaligus     sebagai    pimpinan    unit    organisasi    memberikan
penugasan dan penilaian kinelja kepada pelaksana;

d.   kondisi tersebut berlaku bagi UPTD kelas A.



Gambar: 25
St:ru,kfur pen:ugasan pej abat f ungsional dan pela:kscun,

dervgan kepala UP'ID dcln kepala sub bagian tata usaha. sebagdi
pejabat peITilch hinerja sehahigus sebagal pinpincm urtit orgcwisasi

Kelompok  jabatan  fungsional  dan   pelaksana  yang  tergambarkan
dalam   struktur   penugasan   merupakan   sekumpulan   tim   kelja
dan/atau  individu  yang  ditugaskan  oleh  pimpinan  unit  organisasi
untuk mencapai tujuan dan kinelja organisasi. Penugasan dalam tim
keq.a dan/ atau individu oleh pimpinan unit organisasi kepada pejabat
fungsional dan pelaksana tersebut merupakan strategi dari pimpinan
unit organisasi dalam mencapai kinerjanya.

C.  Mekanisme Kerja
Kondisi  struktur  penugasan  kepala  UPTD  sebagai  pejabat  penilai
sekaligus pimpinan unit organisasi.
1)   Tahapan perencanaan

a)   kepala    UPI`D    malakukan    penyusunan    dan    penetapan
Pep.anjian Kinerja;

b)   kepala  UFTD  merumuskan  strategi  pelaksanaan  pencapaian
target ]dnerja pejabat fungsional dan pelaksaria yang berada
dibawah     koordinasinya     yang     terdiri     dari     penentuan
pelaksanaan    tugas    dalam    bentuk    tim    kelja/individu,
penentuan kebutuhan pelibatan pejabat fungsional dan/atau
pelaksana lintas unit serta penentuan kebutuhan atas ketua
HPlrmE

c)   kepala UFTD bersama pejabat fungsional dan/atau pelaksana,
baik  secara  individu  maupun  secara  tim  kelja  menyusun
rencana    pelaksanaan    kegiatan     dan     anggaran    untuk
pencapaian target kinelja.

2)   Tahapan pelaksanaan
a)   menyusun  rincian  pelaksanaan  kegiatan  dan  anggaran  oleh

pejabat  fungsional  dan/atau  pelaksana.  penyusunan  rincian
pelaksanaan   kegiatan   dan   anggaran   tersebut   disesuaikan
dengan  rencana  pelaksanaan  kegiatan  dari  anggaran  yang
telah disusun sebelumnya;

b)   pelaksanaan   kegiatan   dilakukan   oleh   pejabat   fungsional
dan / atau       pelaksana       sesuai       perencanaan.       D alam
melaksanakan   kegiatan   yang   dilakukan   oleh   tim   kelja,
pembagian peran pejabat fungsional dan pelaksana dilakukan
berdasarkan kompetensi, keahlian dan keterampilan;
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c)   pejabat  fungsional  dan/atau  pelaksana  dapat  berkolaborasi
dengan semua pihak terkait pelaksanaan kegiatan;

d)   kepala UFTD dari/atau ketua tim memonitoring perkembangan
dan   pemberian   umpan   balik   atas   pelaksanaan   kegiatan
pejabat   fungsional   dan   pelaksana  yang   dilakukan   secara
berkala/sewaktu-waktu;

e)   hasil   pelaksanaan   kegiatan   pejabat   fungsional   dan/atau
pelaksana  yang  sudah  sesuai  target,  disampaikan  kepada
kepala UprD oleh individu/ketua tim.

3)   Tahapan Evaluasi
a)   hasil   pelaksanaan   kegiatan   pejabat   fungsional   dan/atau

pelaksana ditinjau oleh kepala UPTD;
b)   pelaksanaan kegiatan dinyatakan selesai setelah kepala UFTD

menerima hasil pelaksanaan kegiatan dan dinyatakan sesuai
dengan target yang diharapkan.

Kondisi struktur penugasan kepala UPTD dan kepala sub bagian tata
usaha   sebagai   pejabat   penilai   kinerja   sekaligus   pimpinan   unit
organisasi.
1)   Tahapan perencanaan

a)   kepala    UPI`D    malakukan    penyusunan    dan    penetapan
pelj anjian kinerja;

b)   kepala UPTD membagi dan menunjuk kepala sub bagian tata
usaha sebagai penanggungj awab pencapaian target kinelja;

c)   kepala  UFTD  merumuskan  strategi  pelaksariaan  pencapaian
target kinerja pejabat fungsional yang terdiri dari penentuan
pelaksanaan    tugas    dalaln    bentuk    tim    kelja/individu,
penentuan kebutuhan pelibatan pejabat fungsional dan/atau
pelaksana lintas unit serta penentuan kebutuhan atas ketua
tim.   Kepala  sub  bagian  tata  usaha  merumuskan  strategi
pelaksanaan    pencapaian    target    kinelja    bagi    pelaksana
dibawah koordinasinya;

d)   kepala UFTD bersama pejabat fungsional, baik secara individu
maupun  secara  tim  keq.a  menyusun  rencana  pelaksanaan
kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target kinerja;

e)   kepala   sub   bagian   tata   usaha   bersama   pelaksana  yang
dibawah koordinasinya, baik secara individu maupun tim kelja
meny-usun rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk
pencapaian target kineria.

2)   Tahapan pelaksanaan
a)   menyusun  rincian  pelaksanaan  kegiatan  dan  anggaran  oleh

pejabat  fungsional  dan/atau  pelaksana.  Penyusunan  rincian
pelaksanaan   kegiatan   dan   anggaran   tersebut   disesuaikan
dengan  rencana  pelaksanaan  kegiatari  dan  anggaran  yang
telah disusun sebelumnya;

b)   pelaksanaan   kegiatan   dilakukan   oleh   pejabat   fungsional
dan / atau       pelaksana       sesuai       perencanaan.       Dalam
melaksanakan   kegiatan   yang   dilakukan   oleh   tim   kerja,
pembagian peran pejabat fungsional dan pelaksana dilakukan
berdasarkan kompetensi, keahlian dan keterampilan;

c)   pejabat  fungsional  dan/atau  pelaksana  dapat  berkolaborasi
dengan semua pihak terkait pelaksanaan kegiatan;

d)   kepala UPTD dan/atau ketua tim memonitoring perkembangan
dan   pemberian   umpan   balik   atas   pelaksanaan   kegiatan
pejabat  fungsional  yang  dilakukan  secara  berkala/sewaktu-
waktu.    Kepala    sub    bagian    tata    usaha    memonitoring
perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan
kegiatan bagi pelaksana di bawah koordinasinya;
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e)   hasil  pelaksanaan  kegiatan  pejabat  fungsional  yang  sudah
sesuai    target,    disampaikan    kepada    kepala    UPTD    oleh
individu/ ketua tim;

D    hasil  pelaksanaan  kegiatan  pelaksana  yang  sudah  sesuai
target, disampaikan kepada kepala sub bagian tata usaha oleh
individu/ ketua tim yang berada dibawah koordinasinya.

3)   Tahapan Evaluasi
a)   hasil  pelaksanaan  kegiatan  pejabat  fungsional  ditinjau  oleh

kepala UFTD;
b)   kepala  sub  bagian  tata  usaha  meninjau  hasil  pelaksanaan

kegiatan  pelaksana yang berada  dibawah  koordinasinya  dan
apabila telah sesuai target disampaikan kepada kepala UPI`D
untuk ditinjau;

c)   pelaksanaan kegiatan dinyatakan selesai setelah kepala UPTD
menerima hasil pelaksanaan kegiatan dan dinyatakan sesuai
dengan target yang diharapkan.

6.  Alur Mekanisme Kerja Unit Organisasi UOBK (Unit Organisasi Bersifat
mususi RsuD
A.  Keduduhan

Pejabat fungsional dan pelaksana pada Unit Organisasi Bersifat
Khusus   berkedudukan   dibawah   dan   bertanggungjawab   kepada
pejabat  penilai  kinelja  sebagai  atasan  langsung.  Pejabat  fungsional
berkedudukan   dibawah   dan   bertanggung  jawab  kepada  direktur
sedangkan pelaksana berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab
kepada   kepala   bagian/kepala   bidang   sebagai   atasan   langsung
sebagaimana yang digambarkan pada struktur dibawah berikut:

Ganbar.. 26
Dire:1ctur da;n kepcha, bagian/ bida;ng sebagal pejabat perilal hineria.

8.  Struktur Penugasan
Terdapat   2   (dua)   struktur   penugasan   pejabat   fungsional   dan
pelaksana pada Unit Organisasi Bersifat Khusus, antara lain:
1)   direktur     sebagai     pejabat     penilai     kinerja     dan     kepala

bagian/ kepala bidang sebagai pimpinan unit organisasi;
2)   kepala   bagian/kepala   bidang   sebagai   pejabat   penilai   kinelja

sekaligus sebagai pimpinan unit organisasi.
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Struktur  penugasan  sebagaimana  pada  angka  1)  berla]fli  beberapa
ketentuan sebagai berifut:
a.   wakil direktur menetapkan kinelja kepala bagian/kepala bidang;
b.   penilaian   kineq.a   pejabat   fungsional   dilakukan   oleh   direktur

selakLi pejabat penilai hineba;
c.   pejabat  fungsional  menerima  penugasan   dari   kepala  bagian/

kepala bidang selaku pimpinan unit organisasi.

Gcmba;i: 27
St:ru,kfu:r pe"ugasan pejabat f a:ngstorval d;enga;n direledir

sebagal pejabat penhai kinerja dcLn kepala bagia;n/ kepala bidcmg
sebagal pimpincm unit orgwisasi.

Struktur  penugasan  sebagaimana  pada  angka  2)  berlaku  beberapa
ketentuan sebagai berikut:
a.   walal direktur menetapkan kinelja kepala bagian/kepala bidang;
b.   kepala   bagian/kepala   bidang   sebagai   pejabat   penilai   kinelja

sekaligus    sebagai    pimpinari    unit    organisasi,    memberikan
penugasan dan penilaian kinelja kepada pelaksana yang berada
dibawah koordinasinya.

GambaT: 28
St:ra,kfur pe"ugasan peid:ksana dengan kepala bagian/ kepala bidcmg

sebagal pejabat perthai hinerfa selcal;jgus sebagal pirnpincm urat
ongcwisasi.
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C.  Mekanisme Keq.a
1)   Tahapan perencanaan

a)   direktur  melakukan  penyusunan  dan  penetapan  per].anjian
kinerja;

b)   direktur   membagi   dan   menunjuk   wakjl   direktur   sebagai
penanggungjawab pencapaian target kineq.a;

c)   wakil  direktur  membagi  dan  menunjuk  kepala  bagian  dan
kepala  bidang  sebagai  penanggungjawab  pencapaian  target
kinerja;

d)   direktur selaku pejabat penilai kinelja bagi pejabat fungsional,
berdasarkan  rekomendasi  kepala  bagian  dan  kepala  bidang
menugaskan      p ej ab at      fungs ional      untuk      memb antu
pelaksanaan tugas kepala bagian dan kepala bidang;

e)   kepala   bagian   dan   kepala   bidang   merumuskan   strategi
pelaksanaan pencapaian target kinerja pejabat fungsional dan
pelaksana  yang  berada  dibawah  koordinasinya  yang  terdiri
dari   penentuan   pelaksanaan    tugas    dalam    bentuk   tim
kerja/individu,    penentuan    kebutuhan    pelibatan    pejabat
fungsional  dan/atau  pelaksana  lintas  unit  serta  penentuan
kebutuhan atas ketua tim;

I)    kepala bagian dan kepala bidang bersama pejabat fungsional
dan/ atau pelaksana yang berada dibawah koordinasinya, baik
secara individu maupun secara tim kelja menyusun rencana
pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target
kinerja;

2)   Tahapan pelaksanaan
a)   menyusun  rincian  pelaksanaan  kegiatan  dan  anggaran  oleh

pejabat  fungsional  dan/atau  pelaksana.  Penyusunan  rincian
pelaksanaan   kegiatan   dan   anggaran   tersebut   disesuaikan
dengan  rencana  pelaksanaan  kegiatan  dan  anggaran  yang
telah disusun sebelumnya;

b)   pelaksanaan   kegiatan   dilakukan   oleh   pejabat   fungsional
dan / atau       pelaksana       sesuai       perencanaan.       Dalam
melaksanakan   kegiatan   yang   dilakukan   oleh   tim   ken.a,
pembagian peran pejabat fungsional dan pelaksana dilakukan
berdasarkan kompetensi, keahlian dan keterampilan;

c)   pejabat  fungsional  dan/atau  pelaksana  dapat  berkolaborasi
dengan semua pihak terkait pelaksanaan kegiatan;

d)   kepala   bagian   dan   kepala   bidang   dan/atau   ketua   tim
memonitoring perkembangan dan pemberian umpan balik atas
pelaksanaari kegiatan pejabat fungsional dan pelaksana yang
dilakukan secara berkala/ sewaktu-waktu ;

e)   hasil   pelaksanaan   kegiatan   pejabat   fungsional   dan/atau
pelaksana  yang  sudah  sesuai  target,  disalnpaikan  kepada
kepala bagian dan kepala bidang oleh individu/ketua tim.

3)   Tahapan Evaluasi
a)   hasil   pelaksanaan   kegiatan   pejabat   fungsional   dan/atau

pelaksana ditinjau oleh kepala bagian dan kepala bidang yang
berada dibawah koordinasinya dan apabila telah sesual target
disampaikan kepada wakil direkur untuk ditinjau;

b)   wakil direktur menyampalkan hasil pelaksanaan kegiatan yang
telah sesuai target ataupun ekspektasi kepada direktur untuk
ditinjau;
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c)   pelaksanaan   kegiatan   dinyatakan   selesal   setelah   direktur
menerima hasil pelaksanaan kegiatan dan dinyatakan sesuai
dengan target yang diharapkan.

BUPATI EON Oveso'

D. HAMID WAIIID



LAMPIEN 11
PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR  12.  TAHUN 2025
TENTENG
SISTEM     KERJA    UNTUK    PENYEDERHANAAN
BIROKRASI     DI     LINGKUNGAN     PEMERINTAII
RABUPATEN BONDOWOSO

SUSUNAN DAN BENTUK NASKAII DINAS

1.  Surat Perintah
Surat perintah digunakan untuk pendelegasian.

pEMERINTArl KABupATEN BONDowosO
pERAmGKAT DAERAII

Jalan
email

BONDOWOSO

SURAT PERIRTAII
Nomor  :    ................

Menimbang     :   a.   bahwa
b.   bahwa

Dasar                         :      1 .............................................................. ;

2..............................................................;

Memberi Perintah:

Kepada :1

2
3
4

Untuk               :    1
2
3
4

•,,,..,,,,..,............,,.....,.......,,,...,,,,,.,,,,,,,,,,

•............................................................,

.,,,.,.,,.,,,,,,,,,..,.,,,.......,........,..,,,..,.,,,.,,.,.,

dan seterusnya

.....................,.......................................,

...........,.................................................,

•,.®,,..,,,,.,.,....,,.,.................,,,.....,..,.,.,,,,,,

dan seterusnya

Nana Tempat, tanggal

Nana Jabatan

Nana
Pan8kat
NIP



-2-

Ca±atan :
Surat perindah berisi perindah dc[ri atasan hepcrda bc[waha;n un:twk rnela:ksanahan
pekerica;n terterrfui diluar tugas dan fiJ,ngsinya.
2.  Surat Dinas

Surat dinas digunakan untuk:
a.   surat permohonan penunjukan  lintas perangkat daerah/unit kerja;
b.   surat permohonan penunjukan  lintas instansi pemerintah;
c.   surat permohonan pelibatan pejabat fungsional dan pelaksana;
d.   surat  jawaban  pelibatan  pejabat  fungsional  dan  pelaksana  (apabila

disetujui/tidakdisetujui);
e.   surat permohonan pengajuan sukarela lintas unit organisasi;
f.    surat persetujuan permohonan sukarela lintas unit organisasi.
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PEMERINTAII RABUPATEN BONDOWOS0
PEENGKAT DAERAII

Jalan
email

BONDOWOSO

Tempat, Tanggal Bulan dan Tahun

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

Kepada
Yth........,

Nana Jabatan

Nama
Pangkat
NIP
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3.  Surat Tugas
Surat tugas digunakan untuk:
a.   surat penugasan, baik penunjukan maupun pengajuan sukarela di dalam

unit organisasi atau lintas perangkat daerah/unit keq.a;
b.   surat penugasan penunjukan lintas instansi pemerintah.

PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWO SO
PEENGKAT DAERAII

Jalan
email

BONDOWOSO

SURAT TUGAS
Nomor  :   .............

Dasar

Kepada

MEMERINTAHKAN :

:    1.   Nana
Pangkat/Gol.
NIP
Jabatan

2.   Nana
Pangkat/Gol.
NIP
Jabatan

Untuk               :    1
2
3
4

•....................................................................,

•.....,...,.............,,..,.....,......,..,,..,,..,,.,,.,,,,.,,,...,

•.............................................,......,..............,,

dan seterusnya

Nana tempat, tanggal

Nana Jabatan

Nana
Pan8kat
NIP

Ca±a±an ..
Surat tugas berisi tugas da;ri a:tosan kepcida ba;waha;n unrfui:k r"ela:ksanahan
perim;toh pekerjca:n sesual de:ngan togas da;n f a:ngsinya.



-5-

4.  Surat Keterangan
Surat  keterangan  digunakan  untuk  surat  penolakan  pelibatan  pejabat
fungsional dan pelaksana.

SURAT KETERANGAN
Nomor  :  .......................

Yang bertanda tangan dibawah ini:

a.   Nana
b.   Jabatan

dengan ini menerangkan bahwa:

a.   Nalna                     :
b.    NIP                             :
c.   Pangkat/Gol        :
d.   Jabatan               :
e.   danseterusnya   :

Tempat, Tanggal Bulan dan Tahun

Nana Jabatan

Nana
Pan8kat
NIP
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5.  Surat Rekomendasi
Surat rekomendasi digunakan untuk surat pemberian rekomendasi.

REKOMENDASI
Nomor.............................

tentan8

a.   Dasar
b.   Menimbang

Bupati Bondowoso memberikan rekomendasi kepada:
1.     Nama                         :      .......................................

2.    NIP                        :
3.   Jabatan           :

Untuk:

®,,®,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,®,,,,,,,,,,,,,,®,,,®,,,®,,®,®,®,,,,,,,,,,,®,,,,,,,®,,,,,,,,,,,

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Tempat, Tanggal Bulan dan Tahun

Nana Jabatan

Nana
Pangkat
NIP.

ADD. IIAMID WAIIID


